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ABSTRAK

Uthlufah, Hagqgiyah. 2019. Penundukan Diri pada Hukum Perceraian Perspektif

Kepastian ~ Hukum  (Studi  Putusan  Nomor  121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
0115/Pdt.G/2013/PA Kitp, 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, dan
0044/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr). Tesis, Program Magister Al-Ahwal
Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Mohamad Nur
Yasin, S.H., M.Ag. (1) Dr. H. Badruddin, MH.I.

Kata Kunci: Penundukan Diri, Hukum Perceraian, Kepastian Hukum.

Adanya masalah penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh
pasangan non-Muslim dikarenakan perkawinan keduanya berdasarkan hukum
Islam dan dapat ditemukan pada empat (4) Putusan Pengadilan Agama. Hal
tersebut terjadi karena adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak
lengkapnya hukum (incomplete norm) dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Fokus penelitian ini mencakup: (1) apa argumentasi hukum terjadinya
penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA; dan
(2) bagaimana penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum
perceraian di PA perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan bersifat normatif.
Pendekatan yang digunakan adalah kasus, perundang-undangan dan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Metode
pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu melakukan kualifikasi fakta dan
selanjutnya melakukan kualifikasi hukum. Alat analisis yang digunakan adalah
interpretasi hukum berupa interpretasi prinsipal, sistematis dan gramatikal.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) penundukan diri oleh
pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA terjadi karena Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas ius
curia novit sehingga PA tidak dapat menolak perkara perceraian tersebut dengan
alasan kekosongan hukum dan tidak lengkapnya hukum; (2) penundukan diri oleh
pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA mengakibatkan setidaknya
terjadi empat (4) ketidakpastian hukum, yaitu: (a) karena adanya kekosongan
hukum dan tidak lengkapnya hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia; (b)
Lengahnya peran pemerintah dan birokrasi sehingga terjadi pertentangan di antara
undang-undang yang mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum; (c) peran
Peradilan Agama yang tidak ditempatkan pada otoritasnya; (d) tidak akan tercipta
ketertiban. Tanpa ketertiban bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat
merugikan kepentingan orang banyak dan dapat menuju kepada anarki sosial.



ABSTRACT

Uthlufah, Haqqgiyah. 2019. Self-Submission to the Law of Divorce Legal Certainty
Perspective  (Study  Number  Verdict 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
0115/Pdt.G/2013/PA Ktp, 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, and
0044/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Master’s Program, Postgraduate of the State Islamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisers: (I) Prof. Dr. H. Mohamad
Nur Yasin, S.H., M.Ag. (1) Dr. H. Badruddin, MH.I.

Keyword: Self-Submission, The Law of Divorce, The Legal Certainty.

There is a problem of the self- submission of divorce laws in the religious
court by non-Moslem couples because their marriages are based on Islamic law
and can be found in four (4) the verdicts of religious courts. It’s happens because
of a vacuum of norm and incomplete within the law in Indonesia.

The focus of this research includes: (1) what are the legal argument for
the submission of non-Moslem couples in the divorce law in the religious courts;
And (2) how self-submission by non-Moslem couples to divorce law in the
religious courts legal certainty perspective.

It is a legal and normative research. The approach used was case,
legislation, and conceptual. The legal material used was primary, secondary and
tertiary. The method of gathering legal material first does the factual qualification
and then does the legal qualification afterwards. The instrument of analysis used is
a legal interpretation of ethical, systematic, and gramatical interpretation.

The result of this research shows that: (1) the self-submission by non-
Moslem couples to divorce law in the religious courts occurs because Article
Number 48 of 2009 about the power of justice adheres to the principle of ius curia
novit so that the religious courts can not refuse the divorce case on the grounds of
a vacuum of norm and incomplete of norm; (2) the self-submission by non-
Moslem couples in the divorce law in the religious courts has resulted in at least
four (4) legal uncertainty, namely: (a) because of a vacuum of norm and an
incomplete of norm in Indonesian marriage laws; (b) governmental and
bureaucratic dispositions have resulted in a conflict between the legislation,
resulting in legal uncertainty; (c) the role of religious courts not placed in its
authority; (d) there will be no provision for order. Without order there is not only
certainty but would do a great disservice to the interests of the people and could
lead to social anarchy.

Vi
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TRANSLITERASI

Penulisan ini terdapat penggunaan transliterasi. Transliterasi adalah
pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), buka terjemahan
Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama
Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan, nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis
sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku
yang menjadi rujukan. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Konsonan
ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Nama
| Alif ‘ Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Tsa oIS Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Cha hOJ Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De

xviii



3 Dzal Dh De dan ha

B Ra R Er

B Za Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sh Es dan ha
U= Shad s Es (dengan titik di bawah)
o= Dlat dO De (dengan titik di bawah)
h Tha t0 Te (dengan titik di bawah)
L Dha z0 Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Ghain Gh Ge dan ha

s Fa H Ef

S Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

g Nun N En

K Wawu W We

-2 Ha H Ha

¢ Hamzah ’ Apostrof

Xix




Ya Y Ye

G

B. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya JG  menjadi gala
Vokal (i) panjang = 1T misalnya J’ﬁ menjadi gila
Vokal (u) panjang = U misalnya Js>  menjadi diina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

e ({341

1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s~  misalnya Js  menjadi gawlun
Diftong (ay) = -+ misalnya >~ menjadi khayrun

C. Ta’ marbQthah (8)

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi apabila Ta’ marbilithah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya w4} AL}l menjadi al-

XX



risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

alll &e>, menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaldlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini:

1. Al-Imé@m al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

XXi



BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adanya masalah penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh
pasangan non-Muslim dikarenakan perkawinan keduanya berdasarkan hukum
Islam. Salah satu bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam adalah hukum
keluarga Islam karena juga menyangkut keimanan seorang Muslim. Hukum
keluarga Islam hanya dapat diberlakukan bagi Muslim yang mengimaninya dan
tidak dapat diberlakukan pada non-Muslim.

Penundukan diri biasanya ditemukan pada sengketa perbankan syariah
karena para pelaku transaksi tidak hanya perbankan syariah dengan nasabah
Muslim. Namun, juga terdapat sengketa di mana para pelaku transaksinya adalah
perbankan syariah dengan nasabah non-Muslim ! Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa implementasi hukum ekonomi Islam berlaku lebih fleksibel
yakni tidak hanya untuk Muslim tetapi juga untuk non-Muslim. Berbeda halnya
dengan hukum keluarga Islam (al-ahwal al-shakhshiyyah) yang hanya terbatas
khusus Muslim.?

Permasalahan penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh

pasangan non-Muslim dapat ditemukan pada beberapa Putusan PA.

! Mohamad Nur Yasin, “The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-
Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia”, Journal of Indonesian Islam,
Volume 10, Number 01, (June 2016), 128.

2 Yasin, “The Pluralism ..., 115.



a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc merupakan perkara cerai
gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan
perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama
Katolik. Putusan ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama (selanjutnya
disebut PA) mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum putusan ini adalah
Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in shughra terhadap Penggugat.

b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp merupakan perkara cerai
talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan
perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama
Kristen Protestan. Putusan ini menyatakan bahwa PA mempunyai
kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Kemudian, dalam diktum putusan ini adalah Pemohon menjatuhkan
talak satu ba’in shughra terhadap Termohon.

c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL merupakan perkara cerai
talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan
perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama
Katolik. Putusan ini menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan
absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam
diktum putusannya mem-fasakh-kan perkawinan para pihak.

d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr merupakan perkara cerai
gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan

perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama



Kristen Protestan. Putusan ini menyatakan bahwa PA mempunyai
kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Kemudian, dalam diktum putusannya menyatakan fasakh perkawinan
para pihak.

Para pihak pada empat (4) putusan PA tersebut merupakan pasangan
non-Muslim yang perkawinannya berdasarkan hukum Islam dan mengajukan
perceraian ke PA Kkarena perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama
(selanjutnya disebut dengan KUA).

PA mempunyai kompetensi absolut yang ditentukan dalam Pasal 49
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di antaranya bidang perkawinan.?
Permasalahan pencatatan perkawinan di KUA memang menjadi kewenangan PA
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun,
telah kita ketahui bahwasanya Lingkungan PA berasaskan personalitas keislaman.
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.*

Yahya Harahap menjelaskan bahwa non-Muslim dapat menjadi pihak

yang berperkara dalam bidang perkawinan dengan syarat yang mengajukan

% PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e)
wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari’ah.

4 Pasal 2 menentukan bahwa PA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini..



gugatan atau permohonan adalah pihak yang Muslim.® Sedangkan untuk kedua
pihak non-Muslim tidak dijelaskan. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa
pasangan non-Muslim tidak dibenarkan jika berperkara di PA karena yang
mengajukan gugatan atau permohonan adalah non-Muslim.

Permasalahan di atas muncul karena adanya kekosongan hukum (vacuum
of norm) dan tidak lengkapnya hukum (incomplete norm) dalam hukum
perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum
Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) maupun Undang-undang Peradilan
Agama yang tidak menentukan bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan
ulang ketika pasangan suami istri keluar dari agama pencatatan perkawinannya.
Karena kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum
(incomplete norm) menjadikan pasangan non-Muslim harus menggunakan hukum
agama yang mengesahkan perkawinannya jika bersinggungan dengan hukum
meskipun status keduanya telah berpindah agama.

Kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum
(incomplete norm) tersebut menimbulkan setidaknya dua (2) permasalahan, yaitu:

1. Pro dan kontra mengenai bagaimana status perkawinan tersebut,
pengadilan apa yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut dan bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perceraian.

5 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara PA (Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, Edisi Kedua — Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).



2. Tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Padahal
seharusnya hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.®
Penelitian ini menggunakan kepastian hukum karena menekankan bahwa
hasil dari hukum atau lebih khususnya peraturan perundang-undangan tidak lain
hanyalah untuk menjamin dan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.’
Kepastian hukum mencakup empat (4) unsur, yaitu kepastian aturan atau
peraturan perundang-undangan, kepastian pemerintah dan birokrasi, kepastian
atau peradilan dan kegaduhan sosial. Adanya empat (4) putusan PA di atas terkait
erat dengan kepastian hukum.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh pasangan non-
Muslim pada hukum perceraian di PA?
2. Bagaimana penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum
perceraian di PA perspektif kepastian hukum?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh
pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA.
2. Menganalisis penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum

perceraian di PA perspektif kepastian hukum.

® Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret, 2015), 28.

" Mulyata, Keadilan, Kepastian ..., 28.



D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, terdapat dua (2) manfaat yang dapat diperoleh dari

penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Untuk memperkaya keilmuan yang berkaitan dengan hukum
keluarga khususnya yang terkait dengan masalah hukum perceraian di
Indonesia.

2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan masukan terhadap hukum perceraian di
Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan KHI maupun Undang-undang Peradilan Agama dalam mengatur
penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-
Muslim karena tidak terdapat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan

ulang.
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Tulisan yang diajukan ini merupakan tulisan asli. Walaupun penelitian
sebelumnya telah ada yang membahas terkait dengan masalah penundukan diri
dan perkara perceraian, namun terdapat hal-hal yang membedakan antara tulisan

ini dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, yaitu:



Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun Judul Persamaan Perbedaan Orisinalitas
dan
Perguruan
2 3 4 5 6
Diana Rahmi, | Ruang Lingkup Mengenai Penentuan batas Penundukan diri
2013, IAIN Kewenangan PA penundukan | ruang lingkup oleh pasangan
Antasari. dalam Mengadili diri oleh non- | kewenangan PA. non-Muslim
Sengketa Ekonomi | Muslim kepada hukum
Syariah. kepada perceraian di
hukum PA.
Islam.
Mardalena Kewenangan Mengenai Kewenangan Pasangan non-
Rahmi, 2007, | Pengadilan dalam analisis pengadilan dalam Muslim yang
Universitas Memutuskan Ikatan | Putusan PA | memutus ikatan bercerai di PA.
Indonesia. Perkawinan Bila mengenai perkawinan bila
Salah Satu Pihak perceraian. salah satu pihak
Murtad Menurut murtad.
Hukum Islam
(Analisis Putusan
PA Nomor.
572/Pdt.G/2005/PA
PLG).
Diana Rahmi, | Subjek Hukum Mengenai Pemberlakuan asas Subjek hukum
IAIN Antasari. | dalam Perspektif penundukan | penundukan diri yakni
Undang-undang diri. tidak bisa diterapkan | penundukan diri
tentang PA. kepada semua pada hukum
perkara yang menjadi | perceraian di
kewenangan PA. PA oleh
pasangan non-
Muslim.
Ramadhan Status Perkawinan | Mengenai Berbedanya status Kedua belah
Syahmedi yang Salah Satu perpindahan | perkawinan salah pihak yang
Siregar, 2014, | Pasangan Murtad agama dalam | satu pihak yang berpindah
IAIN (Perspektif perkawinan. | berpindah agama agama dan
Padangsidimp | Undang-undang menurut undang- menundukkan
uan. Nomor 1 Tahun undang Nomor 1 diri pada hukum
1974, KHI dan Tahun 1974, KHI perceraian di
Figh). dan figh. PA.
Jumiati Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan Penundukan diri
Harahap, Pembatalan perpindahan | perkawinan yang pada hukum
2016, Perkawinan Karena | agama dalam | salah satu pihak perceraian di
Universitas Pergantian Agama | perkawinan. | murtad maka status PA oleh
Sumatera dan Akibat perkawinannya putus | pasangan non-
Utara. Hukumnya Ditinjau dan istri tidak Muslim.

dari Hukum Islam.

memiliki idah.




1 2 3 4 5 6

6 | Heru Ismaya, | Problematika Mengenai Perpindahan agama | Problematika
2013, Perkawinan perpindahan | yang menimbulkan penundukan diri
Universitas Berdasarkan agama dalam | problematika dalam | pada hukum
Sebelas Maret | Perpindahan perkawinan. | perkawinan. perceraian di
Surakarta. Agama di PA oleh

Bojonegoro. pasangan non-
Muslim.

7 | Vita Rizky, Kewenangan PA Mengenai PA berwenang Penundukan diri
2016, dalam Mengadili perpindahan | mengadili seseorang | pada hukum
Universitas Perceraian yang agama dalam | murtad karena yang | perceraian di
Sumatera Disebabkan perkawinan. | menjadi ukuran PA oleh
Utara. Perpindahan adalah hukum yang pasangan non-

Agama (Murtad) berlaku pada saat Muslim.
Seorang Suami perkawinan

(Studi Putusan dilangsungkan.

Nomor

603/Pdtg/2014/Pa.

Mdn).

8 | Abdurrahman | Analisis hukum Mengenai Adanya tambahan Penundukan diri
Rahim, 2013, | terhadap Putusan penundukan | kewenangan absolut | oleh pasangan
Direktori Mahkamah diri. PA yang terdapat non-Muslim
Jenderal Konstitusi No. asas penundukan diri | kepada hukum
Badan 93/PUU-X/2012 pada sengketa perceraian di
Peradilan (Studi Kewenangan ekonomi syariah. PA.

Agama Absolut Peradilan
Mahkamah Agama).
Agung.

9 | Indra Aditama, | Analisis Yuridis Mengenai Alasan perceraian Penundukan diri
2008, terhadap Putusan perpindahan | akibat murtad dapat | oleh pasangan
Universitas Hakim mengenai agama dalam | digunakan untuk non-Muslim
Diponegoro Perkara Perceraian | perkawinan. | mengajukan kepada hukum
Semarang. Akibat Murtad permohonan bercerai | perceraian di

(Studi Kasus di PA. PA dalam 4
Putusan Perkara putusan PA di
Nomor Indonesia.
370/PDT.G/2002/P

A.JP PA Jakarta

Pusat).

1 | Diana Cerai Gugat Akibat | Mengenai Perkawinan yang Penundukan diri

0 | Aristanti, dkk. | Murtad (Studi perpindahan | terdapat salah satu oleh pasangan
2017, Putusan PA Palu agama dalam | pihak murtad dapat non-Muslim
Universitas No: perkawinan. | berdampak pada kepada hukum
Jember. 0249/Pdt.G/2016/P perkawinan dan perceraian di

A.Pal). status hak waris PA dalam 4

anak.

putusan PA di
Indonesia.




Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah
disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Para pihak pada penelitian ini adalah pasangan suami istri non-Muslim
yang berarti kedua belah pihak dan bukan salah satu pihak non-Muslim
seperti beberapa penelitian yang telah disebutkan.

2. Penundukan diri pada penelitian ini adalah mengenai penundukan diri
pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslimdan dalam
beberapa penelitian yang telah disebutkan meneliti tentang pada
sengketa ekonomi syariah.

F. Definisi Istilah
Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penundukan diri pada hukum perceraian adalah perbuatan untuk
menundukkan diri secara sukarela yang dilakukan oleh pasangan non-
Muslim pada hukum perceraian yang menjadi kewenangan peradilan

khususnya lingkungan Peradilan Agama.



BAB I1
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, HUKUM PERCERAIAN,
PASANGAN NON-MUSLIM, ASAS PENUNDUKAN DIRI DAN
KEPASTIAN HUKUM
A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sejarah  kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami
perkembangan yang sangat panjang sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang
terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Sejarah
tersebut paling tidak telah terjadi tiga (3) tahap, yaitu tahap pemerintahan Hindia
Belanda, kekuasaan kehakiman masa pemerintahan militer Jepang dan kekuasaan
kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan
RI).8

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman
yang independen dan imparsial, yang kemudian independensi dan imparsialitas
tersebut diberikan oleh UUD 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara
dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan
imparsialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.®

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945, demi

8 Bahder Johan Nasution, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal
Inovatif, Volume 7, Nomor 3, (September 2014), 15.

®Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan
UUD 19457, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, (Desember 2012), 662.

10
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terselenggaranya Negara Hukum RI. 1% Salah satu fungsi pokok kekuasaan
kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materiil
secara paksa dan pasa sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan
kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota
masyarakat satu (1) sama lain antara anggota masyarakat dengan pihak
pemerintah.t

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, setelah perubahan
pertama sampai dengan keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai
dengan tahun 2002, memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika
dibandingkan dengan sebelum perubahan, sehingga dalam proses perubahan
sebagian pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-
undang dasar baru, karena dinilai terlalu banyak yang dirubah dan ditambah.
Adanya UUD 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan
lembaga-lembaga negara, jika diteropong dari realitas ketatanegaraan akan
memiliki implikasi atau konsekuensi berbeda karena semua masuk dalam suatu
sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat
ukur kemapanan berdemokrasi di suatu negara.'?

Adapun kekuasaan kehakiman sebelum perubahan UUD 1945 adalah
dilakukan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) dan lain-lain
badan kehakiman. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan

pengadilan yang berpuncak pada MA. Lembaga MA tersebut, sesuai dengan

10 pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).

1 Nasution, “Sejarah Perkembangan ..., 13.

12 Qubiyanto, “Mendesain Kewenangan ... , 662.
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prinsip independent of judiciary diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh
diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama
pemerintah. Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia
diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik,
seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang
merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas
hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman.®

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan
kehakiman yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan
yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam
susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap
ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan
lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Rl yang baru, kekuasaan
kehakiman dilaksanakan oleh MA, badan-badan peradilan lain di bawah MA,
yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan
agama serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk menjaring hakim-hakim
agung yang perofesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai
penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk

rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial.1*

13 Subiyanto, “Mendesain Kewenangan ... , 663.
14 Subiyanto, “Mendesain Kewenangan ... , 665.



13

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas-asas atau prinsip-

prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman®® adalah sebagai berikut:

1

2.

. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas equality before the law atau asas mengadili menurut hukum tanpa
membedakan orang.

Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada
hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan
kepadanya.

Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada
atau kurang jelas (ius curia novit). lus curia novit atau curia novit
jus adalah hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara.®

Asas hakim dianggap tahu akan hukum.

Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin
objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang

menentukan lain.

15 Merde Kusuma Negara, Perspektif Politik Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai
Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,
(Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 24.

16 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata — Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan
Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 821.



14

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*’
adalah salah satunya MA. Terdapat empat (4) lingkungan peradilan di bawah
naungan MA yang terdiri dari: a) Peradilan Umum; b) Peradilan Agama; c)
Peradilan Militer; dan d) Peradilan Tata Usaha Negara. *® Dari empat (4)
lingkungan peradilan tersebut hanya terdapat dua (2) lingkungan peradilan yang
mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perkawinan yaitu
Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kewenangan absolut untuk
mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.!® Dalam hal
kewenangan perkara perdata, khususnya perkara perkawinan bagi rakyat pencari
keadilan beragama selain Islam. Sedangkan, yang mempunyai kewenangan
perkara perdata, khususnya perkara perkawinan hanya terbatas bagi rakyat pencari
keadilan beragama Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan suatu institusi yang bertugas untuk
menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan-persengketaan di
antara orang yang beragama Islam yang diajukan kepadanya.?® Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

17 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), 45.

18 Harahap, Hukum Acara ..., 180.

19 pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

20 Taufiq Hamami, Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni,
2003), 37.
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Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
merupakan regulasi yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama..

Regulasi di lingkungan Peradilan Agama tersebut mencerminkan bahwa
Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman. Asas personalitas
keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan
Agama. Konsep ini memiliki kata kunci, yakni keislaman. Yang dimaksud dengan
personalitas keislaman pada asas ini adalah hanya mereka rakyat pencari keadilan
yang mengaku pemeluk agama Islam, tunduk dan dapat ditundukkan kepada
kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan, pemeluk agama selain Islam
atau non-Muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk menundukkan
diri kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, melainkan tunduk pada
lingkungan Peradilan Umum.?! Pengakuan terhadap agama pada saat proses
persidangan hanya dapat dibuktikan dengan surat tanda pengenal yang
dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Asas personalitas keislaman dapat ditemukan pada dua (2) Pasal dalam
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Pasal 2 yang menentukan bahwa
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini; dan Pasal 49 yang menentukan bahwa PA
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a)

21 Zulkarnain Suleman, “Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,
Jurnal Al-Ulum, Volume. 10, Nomor 02, (Desember 2010), 327.
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perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h)
shadagah; dan i) ekonomi syari'ah. Kemudian, terdapat pengecualian terhadap

asas personalitas keislaman yang tidak berlaku pada perkara ekonomi syariah.

B. Hukum Perceraian
1. Hukum Perceraian di Indonesia

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga.
Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan dari
perkawinan bukanlah perceraian namun, perceraian merupakan

22 Hukum

sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda.
perkawinan di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan KHI mengatur tentang perceraian.

Bab VIII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menentukan tentang putusnya perkawinan serta
akibatnya. Seperti dalam Pasal 38 yang menentukan bahwa
perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas
Putusan Pengadilan. Begitu juga dalam Bab XVI KHI menentukan
tentang putusnya perkawinan. pada Pasal 113 menentukan bahwa

perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas

Putusan Pengadilan.

22 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang — Perspektif Figh
Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya,
(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.
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Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan
pengadilan atau adanya tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.?®
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan KHI merupakan regulasi perkawinan di Indonesia yang
termasuk pula hukum perceraian. Ketiga regulasi tersebut menganut
asas mempersulit terjadinya perceraian yang artinya perceraian terjadi
hanya dengan proses persidangan pengadilan disertai alasan-alasan sah
menurut hukum yang berlaku. Asas mempersulit perceraian bukan
berarti menutup atau mengunci terjadinya perceraian. Betapa pun kuat
dan istimewanya hubungan hukum perkawinan, tetap masih terbuka
kemungkinan untuk memutuskannya.?*

Perkawinan yang putus karena kematian bersifat nature (force
majeur) sehingga tidak terdapat masalah. Sedangkan perceraian adalah
ikatan lahir batin antara suami dan istri putus dan mengakibatkan
hubungan keluarga (rumah tangga) antara keduanya berakhir. 2°
Sedangkan, Pasal 114 KHI menentukan bahwa dalam hal perceraian,
perkawinan putus dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian
atau dengan kata lain, putusnya perkawinan karena perceraian, maka
Hakim Pengadilan harus menetapkan menurut hukum putusnya suatu

perkawinan.2®

23 Saebani, Perkawinan dalam ..., 50.

24 Samsul Bahri, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Atas Putusan Pengadilan Dalam
Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum — Aktualisasi
Hukum Islam, Nomor. 26 Tahun. VIl 1996 (Mei — Juni), 94.

%5 Muhammad Syaifuddin. dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20.

% Bahri, “Putusnya Perkawinan ..., 100.
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Perkawinan yang putus karena perceraian di PA hanya
disebabkan karena adanya gugatan yang diajukan ke PA dengan alasan
seperti khulu’ atau ridah, dimana Hakim Pengadilan tidak boleh tidak
harus mengabulkannya dan memutuskan hubungan  hukum
perkawinan.?’

1) Perkawinan putus atas Putusan Pengadilan

Perkawinan putus atas putusan pengadilan biasa disebut
dengan istilah “cerai batal”. Sejatinya, perkawinan putus atas
putusan pengadilan merupakan perkawinan putus Yyang
memerlukan keterlibatan hakim di pengadilan. Dalam hal ini,
hakim boleh tidak memutuskan hubungan hukum perkawinan
antara suami dan istri menurut pertimbangan perasaan
keadilannya. Perkawinan putus atas putusan pengadilan
merupakan akibat dari gugatan perceraian yang diajukan kepada
pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, dimana hakim
pengadilan dapat menolak (tidak mengabulkan) atau tidak harus
mengabulkan suatu gugatan perceraian tetapi dapat juga
mengabulkan suatu gugatan perceraian.?® Yang termasuk pada
kategori alasan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan

adalah a) /i’an, b) perceraian dengan sebab aib atau cacat badan,

2" Bahri, “Putusnya Perkawinan ..., 99.
28 Bahri, “Putusnya Perkawinan ..., 99.
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c) perceraian dengan sebab suami atau istri menolak masuk
Islam.?®
2) Alasan-alasan Putusnya Perkawinan

Regulasi di Indonesia menentukan harus terdapat cukup
alasan untuk dapat melakukan perceraian yang membuktikan
bahwa hubungan antara pasangan suami istri tersebut tidak rukun
kembali. Alasan-alasan perkawinan putustersebut diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Terdapat perbedaan alasan-alasan
putusnya perkawinan pada masing-masing ketentuan tersebut.
Alasan putusnya perkawinan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun
atau hukuman vyang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung;

2 Yayan Sopyan, Islam Negara — Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum
Nasional, (Jakarta: RMBooks, 2012), 184.
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan jawabannya
sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan putusnya perkawinan dalam Pasal
116 KHI, yaitu::

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa
alasan yang sah karena hal yang lain di luar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami atau istri;

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam Hukum Islam
Adapun macam perceraian dalam Hukum Islam antara lain:
a. Talak
Talak adalah hubungan perkawinan yang putus atau
hubungan perkawinan yang dilepaskan oleh salah satu
pihak. * Talak jika ditinjau dari segi jumlah penjatuhannya
terdapat dua (2) macam, vyaitu:

1) Talak raj’i adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada
istri dengan jumlah penjatuhannya adalah satu (1). Talak ini
bersifat dapat rujuk kembali. Bentuk talak raj’i terdiri dari:
talak satu (1) dan talak dua (2) dengan menebus atau

menggunakan pembayaran (iwadl) dan/atau talak dua (2)

%0 Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Moh. Thalib, Fikih Sunnah, (Bandung: Alma’arif, 1994), 9.
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dengan tidak menebus atau menggunakan iwadl dengan
syarat istri yang ditalak tadi belum dikumpul.

2) Talak ha’in adalah talak yang terjadi dengan adanya syigaq
yang sebelumnya suami dan istri telah mendatangkan hakim
dari pihak keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai

dengan Surat An-Nisa’ ayat 35.
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya, maka Kkirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak
seharusnya langsung mengajukan gugatan perceraian kepada
Pengadilan, tetapi harus terlebih dahulu ditempuh berbagai
cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim
keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan
perkaranya atau tidak dapat mendamaikan para pihak maka
barulah kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada

pengadilan.
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Apabila istri ditalak syigaq oleh suami maka disebut
talak ba’in sughra. Akan tetapi, sebelum perselisihan
ditangani hakim keluarga suami terlebih dahulu mengadakan
usaha-usaha, yaitu menasehati. Jika istri memisahkan tempat
tidur dan tidak menghiraukan suami maka, jika kedua cara itu
belum dapat terselesaikan suami dapat memukul istri dalam
batas-batas kewajaran. Jadi menurut tuntutan Alqur’an
tindakan tersebut tidak melampaui batas sebagaimana
ditegaskan dalam Surat An-Nisa’ ayat 34 dan ayat 35.
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi
kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah
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kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya, maka Kkirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Macam talak ba’in kubro adalah: 1) karena
penjatuhan talak untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini tidak
dapat dirujuk kembali kecuali bekas istrinya telah dinikahi
orang lain yang kemudian dicerai; 2). Li’an (menuduh zina).
Dalam hal ini pasangan suami istri tidak dapat rujuk kembali
untuk selamanya. Talak ba’in kubro sebagaimana diuraikan
di atas, ditegaskan dalam Alquran Surat Al-Bagarah ayat
230.%
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31 Syaifuddin. dkk, Hukum Perceraian..., 124.
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Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya, maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami
yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa
bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. ltulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya
kepada kaum yang mengetahui.

b. Syigaq
Arti dari syigaq adalah perselisinan. Perselisihan adalah
suatu pertengkaran, pertikaian atau konflik yang terjadi di antara
suami dan istri. Istilah syiqaq diambil dari Alquran Surat An-
Nisa’ ayat 35.%2
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

c. Khulu’
Khulu’ adalah putusnya perkawinan dengan menggunakan
ucapan talak (khulu’) dan adanya uang tebusan. 3 Khulu’

merupakan salah satu bentuk perkawinan putus dan berbeda

32 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.
33 Syaifuddin. dkk, Hukum Perceraian..., 131.
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dengan bentuk perkawinan lainnya. Yang memebedakannya
adalah karena adanya uang tebusan atau ganti rugi (iwadl).
d. Fasakh

Arti dari fasakh adalah menjadi rusak. Perkawinan yang
fasakh adalah ikatan perkawinan rusak karena adanya sebab suatu
perbuatan. Istilah fasakh dalam fikih munakahat adalah sebuah
bentuk perceraian atau pernyataan terjadinya perceraian karena
Putusan hakim (Pengadilan), yaitu sebuah bentuk perceraian yang
sebenarnya tidak dikehendaki oleh suami maupun istri, akan
tetapi perceraian harus terjadi semata-mata karena perintah syar’i
(agama). dalam fasakh perceraian tidak memerlukan aktivitas
suami yang semula sebagai pemegang hak talak, tetapi talak
suami berpindah kepada waliy al-amri dalam perspektif hukum
positif di Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim
untuk menjatuhkannya atau biasa disebut dengan hak ex officio.3*

Fasakh bersifat membatalkan akad nikah dengan
melepaskan ikatan hubungan perkawinan sehingga harus
melakukan akad nikah baru untuk menjadi pasangan suami istri
kembali. Setelah terjadinya fasakh, maka hubungan hukum
perkawinan seketika itu selesai. Fasakh yang diajukan kepada PA

biasanya dituntut oleh istri. Jika dalam akad nikah terdapat syarat

34 Abd. Salam, “Talak Suami yang Murtad (Ridah): Kajian Tematik QS. Al-Mumtahanah ayat 10”,
Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 76, (2013), 47.
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yang tidak terpenuhi maka akad tersebut dapat dikatakan fasakh
dengan syarat sebagai berikut:®®
a) Suami istri belum cukup umur dan wali nikahnya
bukan ayah atau kakeknya. Ketika dewasa nantinya
pasangan  ini  dapat  melanjutkan ikatan
perkawinannya ataupun dapat mengakhirinya. Hal
disebut fasakh ‘agad.
b) Suami istri terbukti saudara sesusuan setelah
terjadinya akad nikah.
Perkawinan fasakh setelah terjadinya akad nikah
disebabkan karena:®
a) Fasakh karena murtad dikarenakan salah satu pihak
murtad dan enggan untuk kembali memeluk agama
Islam.
b) Suami memeluk agama Islam setelah terjadinya
akad nikah namun istri tetap menjadi ahli Kitab.
Akad nikahnya dipandang sah oleh hukum Islam.
Kesepakatan para ulama dalam memandang
perkawinan fasakh atau bahkan akad nikah
dipandang batal jika terjadi murtad di antara
pasangan suami istri. Murtad juga termasuk salah

satu penyebab terjadinya perceraian. Terdapat

3 Saebani, Figh Munakahat 2 ..., 107.
% Saebani, Figh Munakahat 2 ..., 107.
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perbedaan pandangan di kalangan ulama terhadap
waktu akad nikah yang fasakh dan terjadinya
perceraian  seperti ulama  Hanabilah  vyang
berpendapat bahwa ketika suami murtad ketika
bersamaan dengan dukhul atau sebelum dukhul
maka perkawinan tersebut adalah fasakh dan harus
diceraikan. Namun, perkawinan tersebut tidak putus
sebelum masa idah istri habis. Apabila suami tetap
murtad selama masa idah istri maka perkawinan
tersebut fasakh.®’

Terdapat dua (2) kategori fasakh, yaitu: a) fasakh yang
terjadi karena putusan hakim, dan; b) fasakh yang terjadi tanpa
adanya putusan hakim.

e. Fahisah

Fahisah adalah perbuatan Kkeji atau buruk yang
memalukan keluarga dan dilakukan oleh perempuan. Seperti
perbuatan mesum, lesbian dan lainnya. Jika hal tersebut terjadi
maka suami dapat menghadirkan empat (4) orang saksi laki-laki
dan adil untuk memberikan kesaksian atas perbuatan tersebut.

Jika terbukti benar adanya maka perempuan tersebut dihukum

37 Saebani, Figh Munakahat 2 ..., 108.
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dengan dikurung di rumah sampai menghadap ajalnya. Fahisah

ditentukan dalam Alquran Surat An-Nisa’ ayat 15.%8

°. <o °

Z 2 . /.o 59/ &
PESICEIAE RS [EN PR S P WL g U

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara
kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka
menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain
kepadanya.

f. Taklik Talak

Taklik talak merupakan suatu perjanjian suami yang
ducapkan setelah terjadinya akad nikah dan dicantukan pada akta
otentik yakni buku nikah. Hal tersebut merupakan janji talak yang
digantungkan pada keadaan tertentu yakni yang terjadi pada masa
mendatang. Taklik talak dilarang bertentangan dengan hukum
Islam dan bukan merupakan perjanjian yang bersifat wajib ada
pada perkawinan. Taklik talak tidak dapat dicabut kembali setelah
diperjanjikan.3®

9. lla’

38 Syaifuddin. dkk, Hukum Perceraian..., 140.

39 Pasal 46 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.
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Ila’ adalah sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak
menggauli istri dalam kurun waktu lebih dari empat (4) bulan
atau tanpa mengucapkan kurun waktu. Ketika suami menggauli
istri sebelum kurun waktu empat (4) bulan maka suami
diwajibkan untuk membayar denda (kifarat) dan sebaliknya, jika
dalam kurun waktu empat (4) bulan telah terlewati dan suami
tidak kunjung menggauli istrinya maka hakim berhak
memerintahkan untuk memilih dua (2) pilihan, yaitu membayar
denda (kifarat) dan kembali kepada istrinya atau menceraikan
istrinya..

h. Zhihar

Zhihar adalah seorang suami yang menyamakan istrinya
dengan ibu kandungnya yang mengakibatkan haram untuk
menggauli istrinya. Apabila suami mengatakan zhihar dan tidak
menceraikan istrinya, maka suami diwajibkan membayar denda
(kifarat) dan haram untuk menggauli istrinya kembali sebalum
membayar denda (kifarat). Kifarat yang wajib dilaksanakan oleh
suami yang melakukan zhihar, yaitu: 1) memerdekan hamba
sahaya; 2) jika tidak dapat melakukan poin satu (1) maka harus
berpuasa selama dua (2) bulan berturut-turut; 3) jika tidak dapat

poin dua (2) maka diwajibkan untuk memberi makan 60 orang
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miskin yakni % liter setiap orang. Ketiga poin tersebut harus
dilakukan secara berurutan.*°
i. Li'an
Li’an merupakan perkawinan yang putus untuk selama-
lamanya. Hal tersebut terjadi karena suami menuduh istrinya
telah berbuat zina atau tidak mengakui anak dalam kandungan
ataupun yang telah dilahirkan dan istri menolak atas tuduhan
tersebut./i ‘an sah jika dilakukan di depan persidangan PA.4!
J. Murtad (Ridah)
Murtad (ridah) adalah keluarnya seseorang dari agama
Islam atau berpindahnya agama seseorang dari Islam ke agama
lain. Menurut mayoritas ulama, perkawinan fasakh karena salah
satu pihak murtad sebelum dukhul. Terdapat dua (2) pendapat
ketika murtad terjadi setelah dukhul, yaitu: 42
(1) Abu Hanifah, Malik dan Ahmad yang berpendapat
bahwa perkawinan tersebut serta merta terjadi
perpisahan;
(2) Madzhab Syafi’i, riwayat Ahmad dan Daud az-
Zhahiri yang berpendapat bahwa perpisahan
ditunda sampai masa idah berakhir. Apabila

murtad dan memeluk Islam kembali sebelum masa

40 Saebani, Figh Munakahat 2 ..., 132.

4 Pasal 125, 126, dan 128 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam.

42 gyaifuddin. dkk, Hukum Perceraian..., 162.
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idah berakhir maka suami istri tersebut masih
dalam ikatan perkawinan. Apabila murtad dan
tidak kembali memeluk Islam sampai dengan masa
idah berakhir maka perkawinannya putus dimulai

sejak orang tersebut murtad.

C. Pasangan non-Muslim dan Asas Penundukan Diri

Pasangan non-Muslim merupakan pasangan yang awalnya beragama
Islam melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan perkawinannya
tercatat di KUA. Namun, di tengah perkawinan mereka berpindah agama sehingga
disebut dengan pasangan non-Muslim. Pasangan non-Muslim ini mengajukan
perceraian kepada PA dan perkara perceraiannya diperiksa, diadili dan diputus
olen PA. Padahal dalam hal perkara perkawinan, kewenangan PA sesuai dengan
asas personalitas keislaman yang terbatas pada pemeluk agama Islam. Sebaliknya,
PA dalam hal perkara ekonomi syariah berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara di antara pemeluk agama Islam sekaligus pemeluk agama
selain Islam dengan menggunakan asas penundukan diri.

Sebelum tahun 2006, penyelesaian sengketa di PA mengacu pada asas
personalitas keislaman. Artinya, hanya terbatas pada pemeluk agama Islam yang
bisa mengajukan sengketa. Sebelum tahun 2006, ada juga perdebatan tentang
hukum yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa kasus ekonomi

syariah. Muhammad Syafii Antonio menyatakan bahwa penyelesaian sengketa
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ekonomi syariah menggunakan hukum syariah sementara Sutan Remy Syahdeini
menyatakan bahwa hukum perdata adalah yang harus diacu sebagai undang-
undang vang positif. Namun, perdebatan tersebut terpecahkan semenjak
diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat
lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yang memberlakukan asas di Lingkungan Peradilan Agama
tidak hanya asas personalitas keislaman, tapi juga asas penyerahan diri atau biasa
dikenal dengan asas penundukan diri.*®

Lingkungan Peradilan Agama mengalami perubahan dalam hal subjek
hukum seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama dipertegas dan diperluas lagi dengan
adanya penambahan asas penundukan diri. Adapun penambahan tersebut adalah
subjek hukum sengketa ekonomi syariah termasuk pula pemeluk agama selain
Islam atau badan hukum selain syariah di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan
catatan adanya hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berprinsip
syariah.** Hal tersebut menjadikan semakin mantapnya kedudukan dan eksistensi
Lingkungan Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia..*

Asas penundukan diri merupakan asas yang berlaku di lingkungan
Peradilan Agama. Asas ini digunakan dalam hal perkara ekonomi syariah. Dimana

pelaku non-Muslim bertransaksi di perbankan syariah dengan menggunakan akad

4 Yasin, “The Pluralism ..., 127-128.

4 R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap
Asas Penundukan Diri (Self Submission) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Perspektif Teori Sistem Hukum, (Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 7.

4 gayyaf, Pandangan Hakim ..., 22.
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syariah. Dalam hal ini, berarti pelaku non-Muslim tersebut menundukkan diri
kepada hukum Islam.

Penundukan diri tersebut bisa terjadi karena keinginan vyang
bersangkutan untuk menghendaki atau karena hukum itu yang menghendaki
demikian, sehingga apabila dalam perkara yang melibatkan pelaku non-Muslim
maka yang bersangkutan harus tunduk kepada hukum Islam karena undang-
undang menghendaki demikian. Subjek hukum dianggap menundukkan diri
terhadap Hukum Islam apabila ia melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi
yang didasarkan prinsip syariah.*®

Penerapan asas penundukan diri secara sukarela di dalam hukum acara
Lingkungan Peradilan Agama mengandung arti bahwa warga negara siapapun
selama melakukan hubungan hukum secara syariat Islam, baik pemeluk agama
Islam ataupun pemeluk agama selain Islam ketika terjadi sengketa maka akan
diselesaikan di Pengadilan Agama karena sebelumnya telah melakukan akad
secara syariat Islam. Sikap yang menggunakan tata cara Islam itulah yang
diartikan bahwa para pihak telah mengambil sikap menundukan diri terhadap
hukum Islam.*

Penambahan asas penundukan diri di lingkungan Peradilan Agama
mengakomodasi dinamika perbankan syariah. Pelaku transaksi perbankan syariah
tidak hanya perbankan syariah dan nasabah Muslim namun juga antara perbankan
syariah dan nasabah non-Muslim. Oleh karena itu, terdapat potensi sengketa

antara perbankan syariah dan nasabah non-Muslim. Oleh karena itu, prinsip

4 Sayyaf, Pandangan Hakim ..., 22.
47 Sayyaf, Pandangan Hakim ... , 23.
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penundukan diri dalam penyelesaian sengketa antara perbankan syariah dan
nasabah non-Muslim sangat relevan. Hal ini diperlukan untuk menghindari
kekosongan hukum (vacuum of norm). Selanjutnya, prinsip penundukan diri
dengan menyertai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah memperkuat universalitas lingkungan Peradilan Agama. Pada tingkat
praktis, prinsip penundukan diri memperkuat dan memperluas fungsi, peran, dan
manfaat Lingkungan Peradilan Agama.*®

Fakta berbicara bahwa masyarakat non-Muslim semakin banyak yang
mempercayai untuk menggunakan pembiayaan melalui perbankan yang
berasaskan syariah. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik dalam kegiatan
ekonomi syariah yang melibatkan bukan hanya masyarakat Muslim tetapi juga
non-Muslim. Alasan banyaknya non-Muslim menjadi nasabah perbankan syariah
adalah efisiensi, maksudnya adalah para non-Muslim merasa bahwa sistem yang
diberikan kepada mereka dirasa efisien dibandingkan dengan sistem yang
ditawarkan bank konvensional.*®

Perbuatan non-Muslim dalam melibatkan pada kegiatan ekonomi syariah
dipandang sebuah perbuatan menundukkan diri pada hukum Islam secara terbatas.
Walaupun dimungkinkan konsep penundukan diri secara sukarela bagi non-
Muslim kepada hukum Islam, secara psikologis dan politis akan menyulitkan,

mengingat dalam sistem hukum nasional dengan kedudukan warga negara yang

48 Yasin, “The Pluralism ...,128.
49 Sayyaf, Pandangan Hakim ..., 8.
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sama konsep penundukan hukum akan mengesankan non-Muslim dalam posisi
inferior.>

Pemberlakuan asas penundukan diri tidak dapat diterapkan kepada semua
perkara yang menjadi kewenangan absolut Lingkungan Peradilan Agama. Hal
tersebut dikarenakan asas penundukan diri ini dicantumkan beriringan dengan
penambahan kewenangan absolut Lingkungan Peradilan Agama dalam bidang
ekonomi syariah serta mengakomodir fakta bahwa banyak subjek hukum dalam
kegiatan ekonomi syariah bukan hanya Muslim melainkan juga non-Muslim.>*

Pemberlakuan asas penundukan diri tidak dapat diterapkan pada perkara
perkawinan, khususnya perkara perceraian. Hal ini dikarenakan tidak ada
ketentuan yang menentukan bahwa asas penundukan diri dapat diterapkan pada
perkara perceraian meskipun alasannya karena terdapat hubungan hukum yang
melandasi perkawinan berdasarkan hukum Islam.

D. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan
sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang
konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya
tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia runtuh namun, hukum harus
ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum
sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

S0 A, Zuliansyah, “Positivisasi Hukum Islam dalam Undang-undang Perbankan Syariah di
Indonesia”, Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 100.
51 Sayyaf, Pandangan Hakim ..., 7.
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keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.>?
Adapun kepastian hukum pada penelitian ini dikonstruksi dari tiga (3)
ahli hukum adalah sebagai berikut:
1. Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch
Gustav  Radbruch (selanjutnya disebut dengan Radbruch)
merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman. la lahir
di Libeck, 18 November 1878 dan meninggal saat umur 71 tahun di
Heidelberg pada 23 Nobember 1949. Radbruch mengenyam pendidikan
di Universitas Humboldt Berlin, Universitas Leipzig, dan Universitas
Ruprecht Karl Heidelberg.>® Radbruch merupakan salah satu eksponen
terkemuka dari relativisme hukum dan positivisme hukum terkemuka
Radbruch juga merupakan seorang dosen yang bertugas di Konigsberg,
Kiel, dan Heidelberg. la juga pernah menjabat sebagai menteri
kehakiman Jerman pada zaman Republik Weimar pada tahun 1921-
1922 dan 1923.%
Pemikiran Radbruch tentang filsafat hukum tumbuh dari prinsip

Neo Kantian®® yang menyebutkan bahwa hukum didefinisikan oleh dan

52 Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan
terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.BIt)”. Jurnal
Yudisial, Volume 8 Nomor 3 (Desember 2015), 258.

%3 https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.04
WIB.

%4 https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019
pukul 10.11 WIB.

% Neo Kantanisme adalah sebuah aliran filsafat idealisme yang muncul di Jerman pada tahun
1860an atau abad ke 19. Nama aliran ini berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti baru dan


https://id.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
https://id.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=Universitas+Humboldt+Berlin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME42q1DiBLEMi0uqCrSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVunQvMwyoGhmSWKxgkdpblJ-TkqJglNqUU5mHgB0Vwv5UgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj108rJhbPhAhVr8HMBHdX1CSIQmxMoATATegQIDBAc
https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=Universitas+Leipzig&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME42q1DiBLEMKw3MKrWks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVuHQvMwyoGhmSWKxgk9qZkFVZjoA2nY32EoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj108rJhbPhAhVr8HMBHdX1CSIQmxMoAjATegQIDBAd
https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=Universitas+Ruprecht+Karl+Heidelberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME42q1ACswpyk6u0pLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VakppcmJJZn7eIlaV0LzMMqBoZklisUJQaUFRanJGiYJ3YlGOgkdqZkpqTlJqUToAc2oasFoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj108rJhbPhAhVr8HMBHdX1CSIQmxMoAzATegQIDBAe
https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=Universitas+Ruprecht+Karl+Heidelberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME42q1ACswpyk6u0pLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VakppcmJJZn7eIlaV0LzMMqBoZklisUJQaUFRanJGiYJ3YlGOgkdqZkpqTlJqUToAc2oasFoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj108rJhbPhAhVr8HMBHdX1CSIQmxMoAzATegQIDBAe
https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch
https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch

38

tergantung pada nilai-nilai moral. Pada sistem tersebut, tidak mengenal
kata mutlak; yang demikian, konsep hak dan keadilan tidak mutlak
tetapi menjadi relatif terhadap waktu, tempat dan terhadap nilai-nilai
partai dalam hukum yang telah ditetapkan. Namun, karena kekuasaan
Nazi di Jerman menjadikan pandangan radikal Radbruch tersebut
kemudian berubah pada tahun-tahun setelahnya. Radbruch
meninggalkan relativisme hukum dan beralih ke sebuah filsafat hukum
alam yang mengakui sifat-sifat hukum mutlak, sifat bawaan dari hukum
dan keadilan.%®

Radbruch sudah banyak menulis karya-karya tentang teori dan
filsafat hukum. Di antara karya utamanya adalah Rechtsphilosophie
yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa.®>’ Adapun karya-karya
lainnya adalah Einfuhrung in die Rechtswissenschaft (1910),
Grundzuge der Rechtsosophie (1914), Der Geist des englischen Rechts
(1946), dan Vorschule der Rechtsphilosophie (1948).58

Radbruch mengajarkan bahwa terdapat tiga (3) ide dasar hukum
yang diidentikkan sebagai tujuan hukum oleh sebagian besar ahli teori
hukum dan filsafat hukum. Tujuan hukum tersebut adalah keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kant yang berarti nama filsuf, Imanuel Kant. Dari penggabungan dua kata tersebut maka, Neo
Kantianisme berarti kembali kepada Kant, yaitu mengembangkan kembali unsur-unsur idealis,
metafisis dan dialektis. https://id.wikipedia.org/wiki/Neo_Kantianisme. Diakses pada tanggal 3
April 2019 pukul 10.22 WIB.

%6 https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019
pukul 10.11 WIB.

57 https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.04
WIB.

58 https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019
pukul 10.11 WIB.
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Radbruch berpendapat bahwa tiga (3) terminologi yang sering
diajarkan di perkuliahan dan di peradilan namun hakikat tiga (3)
terminologi tersebut sangat jarang dipahami atau disepakati maknanya.
Suatu kepastian hukum tidaklah harus diberi prioritas pemenuhannya
dalam hukum positif yang seakan-akan kepastian hukum harus terlebih
dahulu ada dari pada keadilan dan kemanfaatan. Dari hal tersebutlah
Radbruch meralat teorinya yang semula mengatakan bahwa tiga (3)
tujuan hukum adalah sederajat. Menurutnya, hukum dapat dikatakan
baik jika telah memuat nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Masing-masing dari ketiganya memiliki nilai tuntutan yang
berbeda antara satu (1) dengan yang lain meskipun Kketiganya
merupakan nilai dasar hukum. Masing-masing dari ketiga tujuan hukum
tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya ketegangan
dan saling bertentangan satu (1) sama lain.>°

Radbruch mendefinisikan kepastian hukum merupakan kepastian
hukum dari hukum itu sendiri (scherkeit des rechts selbst). Radbruch
juga membedakan pengertian kepastian hukum menjadi dua (2) macam
pengertian yaitu:

a. Kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hal ini tercapai apabila

hukum telah ada pada sebanyak-banyaknya undang-undang. Pasti

% Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, dan Akibat HukumPutusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial ReviewPasal 96 Undang-undang Nomor: 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Surakarta: Tesis Program Magister (S-2) IImu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 5.
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terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dalam undang-
undang.

b. Kepastian hukum vyang disebabkan oleh hukum. Hukum yang
bermanfaat berarti hukum yang telah berhasil menjamin kepastian
masyarakatnya. Kepastian hukum ini memberi tugas lain kepada
hukum vyaitu hukum tetap harus berguna dan menjunjung
keadilan.

Radbruch juga mengemukakan tentang empat (4) unsur dari
definisi kepastian hukum, yaitu:®°

a. yang dimaksud dengan hukum positif merupakan peraturan
perundang-undangan;

b. hukum harus berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan pada
rumusan tentang penilaian hakim;

c. fakta juga harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari
kekeliruan pemaknaan dan akan mudah untuk dijalankan;

d. hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk diubah atau
tidak mudah diubah.

2. Kepastian Hukum oleh Bagir Manan
Bagir Manan (selanjutnya disebut dengan Bagir) lahir di Kalibata,
Abung Selatan, Lampung Utara pada 6 Oktober 1941. %' Bagir

mengenyam pendidikannya di SMA di Tanjungkarang (1961), S1

8 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)
termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume | Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), 292-293.

81 https://id.wikipedia.org/wiki/Bagir_Manan. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.08
WIB.
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Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, S2 Master of Comparative
Law di Southern Methodist University Lawa School, S3 Hukum
Universitas Padjajaran,%? Program Belajar tentang Sistem Pemerintahan
di The Academy for Educational Development, Washington, Amerika
Serikat dan Program Belajar Hukum Indonesia di Universitas Leiden,
Belanda.®

Karier Bagir dimulai di dunia akademesi. Pada usia 23 tahun, dia
menjadi asisten dosen saat masih kuliah. Dia sendiri baru dapat
menuntaskan kuliahnya pada tahun 1967 dalam usia 26 tahun. Di
tengah kesibukannya menjadi dosen, Bagir mencoba duduk di dunia
legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung 1968-1971. Di dunia politik cukup satu periode, Bagir diminta
untuk menjadi staf ahli Menteri Kehakiman pada tahun 1974. Kariernya
di dunia eksekutif ini berlanjut. Kariernya terus naik, dia menjadi
Direktur Hukum dan Perundang-undangan Departemen
Kehakiman. Kecintaannya ke dunia kampus belum berakhir, dia
diminta untuk menjadi Rektor Universitas Islam Bandung pada tahun
2000. Dia juga menjadi tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi.®*
Bagir juga tercatat sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia,

Universitas Gadjah Mada dan sejumlah perguruan tinggi lain.®

82 https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh. Diakses pada tanggal 3 April
2019 pukul 11.09 WIB.

83 http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.

84 https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh. Diakses pada tanggal 3 April
2019 pukul 11.09 WIB.

% http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.


https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh
http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/
https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh
http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/

42

Karier Bagir makin melesat saat terpilih menjadi Hakim Agung
MA serta menjabat sebagai ketua MA pada tahun 2001 hingga
2008.Setelah pensiun dari MA, Kkarier Bagir belum berakhir, yakni lolos
seleksi dan terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk dua (2) periode.
Periode 2010-2013 dan 2013-2016. Bagir terus berkarya meski usia
sudah memasuki 74 tahun.%

Bagir merupakan salah satu sosok yang berperan penting dalam
pemikiran dan pengembangan pendidikan tinggi hukum. Hal lain yang
tidak banyak dimiliki oleh kalangan ahli hukum adalah kemampuan
serta akvitasnya di dunia politik sebagai hasil keterlibatannya dalam
pergerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Lama. Bagir
merupakan salah satu pemikir hukum terkemuka di Indonesia. Buah
pikirannya jalin-menjalin (intertwine) antara filsafat hukum, teori
hukum umum, serta teori hukum khusus, yakni teori hukum pada
cabang ilmu hukum tertentu, misalnya ilmu hukum tata negara dan
administrasi negara.®” Selain itu, kekuatan pemikiran Bagir ditopang
olen kemampuannya melakukan perbandingan hukum, Kkhususnya
hukum tata negara serta sejarah.®®

Dalam bidang pendidikan, meskipun tidak pernah menduduki
jabatan struktural di almamaternya, Bagir mengembangkan pemikiran

pendidikan tinggi hukum melalui kampus lain, yakni Universitas Islam

8 https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh. Diakses pada tanggal 3 April
2019 pukul 11.09 WIB.
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(Desember 2015), 626.
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Bandung dimana ia pernah menjadi Dekan dan Rektor yang
memungkinkannya untuk memberikan corak kekhasan pendidikan
tingogi hukum di perguruan tinggi berbasis Islam, yang membedakan
dengan pendidikan tinggi lainnya. Keterlibatannya di berbagai lembaga
menjadikan pemikiran Bagir pada bidang pendidikan tinggi hukum
melengkapi pandangan beberapa ahli hukum yang berprofesi sebagai
dosen, antara lain Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Sunarya
Hartono, Prof. Marjono Reksodiputro, serta Alm. Prof. Arief Sidharta.5®

Jalinan pemikiran Bagir terlihat pada eksplanasi pemikiran-
pemikirannya. Pada gilirannya jalinan pemikiran ini akan memberikan
pemahaman bahwa membaca, memetakan dan memahami
pemikirannya secara utuh harus diletakkan pada keragaman dimensi
seorang Bagir Manan: teorisi, praktisi hukum (seorang hakim, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pejabat administrasi negara),
serta tokoh gerakan mahasiswa 1966 yang membawanya terlibat dalam
berbagai akvitas politik.”

Bagir sudah banyak menulis karya-karya, yang di antaranya
adalah Teori dan Politik Konstitusi, Dasar-dasar Perundang-undangan
Indonesia, Pengantar Hukum  Administrasi Indonesia (Karya
Kolaborasi), Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia
dalam UU No. 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman RI, Sistim

Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Hukum Positif Indonesia (Satu

% Harijanti, “Khazanah: Bagir Manan ... , 627.
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Kajian Teoritik), Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan
Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti).’

Selama ini, pengertian kepastian hukum sama dengan hukum
dalam arti konkret (in concreto). Dengan perkata lain, kepastian hukum
hanya nampak pada saat hukum ditegakkan atau diterapkan.
Sedangkan, ketentuan-ketentuan hukum hanyalah petunjuk menuju
kepastian hukum. Pendirian tersebut sejalan dengan pandangan yang
menganggap aturan-aturan hukum hanyalah bayang-bayang dari hukum
sedangkan, hukum yang sesungguhnya adalah segala peristiwa atau
hubungan hukum vyang terjadi secara nyata dalam pergaulan
masyarakat."?

Selanjutnya, terkesan pula, penegakan hukum atau penerapan
hukum identik dengan proses peradilan bahkan lebih sempit proses dari
di pengadilan. Penegakan hukum atau penerapan hukum dan proses
peradilan merupakan unsur penting kepastian hukum tetapi, dua (2) hal
tersebut belum memadai untuk mencapai kepastian hukum, apalagi
menjamin pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum
pencari keadilan atau masyarakat luas pada umumnya.”®

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum in concreto (pada
saat penegakan dan penerapan). Kepastian hukum ditemukan juga oleh

tatanan hukum in abstracto. Begitu pula proses peradilan yang

" https://karyabagirmanan.wordpress.com/. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.37 WIB.
2 Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa — Suatu Pencarian, (Yogyakarta: FH Ull Press,
2005), 72.
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bukanlah satu-satunya tempat final untuk menentukan kepastian
hukum. Paling tidak terdapat lima (5) komponen yang mempengaruhi

kepastian hukum™, vaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini diartikan
secara luas yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam arti
umum, aturan-aturan kebijakan dan berbagai keputusan konkret
yang mengikat. Terdapat beberapa sebab, peraturan perundang-
undangan dapat menimbulkan atau mempengaruhi kepastian
hukum, yaitu: ™

1) Aturan-aturan yang sudah ketinggalan;

2) Aturan-aturan yang bertentangan satu (1) sama lain atau
tumpang tindih, baik dari isi atau kompetensi yang tidak
jelas;

3) Aturan-aturan “tergantung” tanpa aturan pelaksanaan
sehingga aturan pokok tidak dapat dilaksanakan.

Berbagai aturan yang bertentangan satu (1) sama lain,
tumpang tindih, banyaknya aturan yang yang berdasarkan beleid
sangat mempengaruhi kepastian hukum dan mudah menimbulkan
penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.

Adanya berbagai aturan yang bertentangan atau tumpang tindih

7 Manan, Sistim Peradilan ... , 72.
5 Manan, Sistim Peradilan ... , 73.
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satu (1) sama lain atau telah usang menimbulkan gagasan agar
penerapan hukum tidak hanya bertolak dari legal justice, dalam
arti hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukun vyang
bersangkutan.’®

Hukum diterapkan menurut harapan masyarakat, rasa
keadilan masyarakat dan sebagainya. Pandangan mengenai legal
justice dalam ilmu hukum bertolak dari ajaran yang memisahkan
antara aturan hukum dengan persoalan moral dan keadilan. Dalam
pandangan yang umum, hukum itu tidak dapat dipisahkan dari
moral dan keadilan. Bahkan Hart menyatakan bahwa hukum yang
baik bersumber dari moral. Karena itu sudah semestinya, setiap
penerapan hukum dengan sendirinya mengandung tuntutan moral
dan keadilan. Namun, apabila hanya semata-mata menggunakan
pertimbangan keadilan dan moral, penerapan hukum menjadi
subjektif dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.””

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting suatu
usaha nasional untuk bersungguh-sungguh dalam menata
peraturan perundang-undangan, bukan sekedar membuat baru,
apalagi tambal sulam. Akan bertentangan dengan tugas universal
jika hakim dituntut mengenyampingkan hukum atas nama

keadilan. Hakim dimanapun harus memutus menurut hukum.

6 Manan, Sistim Peradilan ... , 73.
7 Manan, Sistim Peradilan ... , 74.
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Keadilan yang harus ditemukan hakim adalah keadilan menurut

hukum.’®

b. Pelayanan Birokrasi
Birokrasi atau administrasi negara memiliki pengaruh yang
sangat besar terhadap kepastian hukum karena merupakan tempat
sehari-hari hukum menjelma dalam keadaan konkret dalam
berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum kepada
masyarakat."”
c. Proses Peradilan
Dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang
mempengaruhi kepastian hukum. Perlu disadari bahwa proses
peradilan adalah sebuah sistem (integrated system). Hakim
bukanlah komponen tunggal dalam proses peradilan. Dalam
perkara perdata, termasuk pula pihak-pihak dan penasihat hukum.
Sedangkan, dalam perkara pidana, termasuk pula penyelidik,
penyidik, penuntut, hakim, penasehat dan terdakwa. Segala
bentuk hubungan kolusif atau penyuapan dapat terjadi dalam
semua tahap atau tingkat hubungan sistem tersebut dan hal

tersebut dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum.®

8 Manan, Sistim Peradilan ... , 74.
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Terdapat beberapa faktor pokok yang dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai putusan, yaitu:8!

a. Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan hakim) yang
rendah atau tidak memadai mengenai suatu objek perkara
atau proses beracara yang dapat menimbulkan kegaduhan
atas suatu putusan dan ketidakpastian hukum;

b. Integritas yang mencakup ketidaksanggupan hakim dalam
mempertahankan posisi tidak memihak (impartiality), baik
karena faktor korupsi, kolusi atau nepotisme atau sebab-
sebab lain;

c. Penyalahgunaan makna ‘“kebebasan hakim” sebagai cara
menyembunyikan keberpihakan atau tidakan sewenang-
wenang;

d. Penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien sehingga
menimbulkan berbagai bentuk delay. Hal ini dapat timbul
karena kondisi objektif seperti minimnya fasilitas kerja di
pengadilan.

d. Kegaduhan Politik
Kegaduhan politik, baik pada tingkat suprastruktur maupun
infrastruktur dapat mempengaruhi kepastian hukum. Meskipun

secara tidak langsung mengenai kepastian hukum namun, dengan

81 Manan, Sistim Peradilan ..., 75.
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adanya kegaduhan politik yang terus menerus dapat menimbulkan
citra yang kurang baik dalam penegakan dan penerapan hukum.®2
e. Kegaduhan Sosial
Salah satu wujud kegaduhan sosial adalah terjadinya
pembangkangan umum terhadap aturan hukum. Keadaan akan
menjadi lebih rumit karena pembangkangan mendapat bantuan
dari korupsi, kolusi dan nepotisme dari pihak yang semestinya
menjaga ketertiban atau menjalankan pemerintahan yang baik.
Bagi para penggerak, pembangkangan ini merupakan metode
perlawanan terhadap establishment. Selain menimbulkan
ketidakpastian, hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah
baru dari sekedar melepaskan frustasi dan metode perlawanan.®
Hukum tidak mungkin hanya dilihat sebagai kemudahan
atau sekedar untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan.
Hukum juga mengandung dimensi ketertiban. Tanpa ketertiban,
bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat merugikan
kepentingan orang banyak dan dapat menuju anarki sosial.
3. Kepastian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki
Peter Mahmud Marzuki (selanjutnya disebut dengan Peter) lahir
pada 28 April 1949. la memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Tata
Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1977.

Kemudian, ia memperoleh gelar Magister Sains di bidang Hukum

82 Manan, Sistim Peradilan ... , 76.
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Administrasi dari Universitas Airlangga pada tahun 1982. Selanjutnya,
ia berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti Summer Program di
The University of Texas, Austin, Texas, Amerika Serikat. la juga
memperoleh gelar Master of Laws dari Washington Collage of Law,
American University, Washington DC, Amerika Serikat dengan
konsentrasi International Business Transaction pada akhir tahun 1986.
Kemudian, Peter memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum dari
Universitas Airlangga pada tahun 1993.

Peter merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
dan juga mengajar di Program Pascasarjana llmu Hukum Universitas
Airlangga. Peter juga merupakan dosen luar biasa tetap di Fakultas
Hukum Universitas Airlangga dan beberapa universitas lainnya, yaitu
pada Program Pascasarjana  Universitas Surabaya, Program
Pascasarjana llmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Universitas
Diponegoro, Universitas Jember.

Peter menjelaskan bahwa apabila hukum lebih mengarah kepada
kepastian hukum, artinya semakin tegar dan tajam peraturan hukum dan
semakin terdesaklah suatu keadilan.®® Setidaknya terdapat dua (unsur)
dalam suatu kepastian hukum, yaitu:

a. Peran Aturan
Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kenyataan

bahwa diperlukan suatu aturan-aturan yang bersifat umum.

8peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), 160.
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Apapun kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk
dipertimbangkan untuk dituangkan ke dalam aturan yang bersifat
umum agar kepentingan tersebut dilindungi dan sedemokratis
apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa,
meskipun tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat
mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu juga dalam
kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi. Yang
terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya
kepentingan yang harus dilayani. Hal ini juga perlu dituangkan ke
dalam aturan yang bersifat umum juga. Adapun aturan yang
bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan terhadap
kepentingan tersebut adalah suatu undang-undang.®

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum
tidak tertulis yang berisi tentang aturan bersifat umum yang
menjadi pedoman bagi tingkah laku individu dalam kehidupan
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan
tersebutlah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.®

Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian

hukum mengandung dua (2) pengertian, yaitu; pertama, adanya

8 Marzuki, Pengantar llmu ..., 157.
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aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua,
berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum
tersebutlah individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-
undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim
antara putusan hakim yang satu (1) dengan putusan hakim lainnya
untuk kasus serupa yang telah diputuskan.®®

Adanya aturan untuk masalah-masalah konkret dapat
dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapkan kepada hakim. Bahkan putusan hakim yang dibuat
bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan
bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.®®

b. Peran Pemerintah dan Pengadilan

Peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting dalam
menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan
suatu aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang
atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal tersebut

terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian

8 Marzuki, Pengantar llmu ..., 158.
8 Marzuki, Pengantar llmu ..., 158.
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batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga
akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan
seperti sediakala.*

Akan tetapi, apabila pemerintah tetap enggan untuk
mencabut aturan yang telah dinyatakan batal maka, hal tersebut
akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan
pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila
lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang
tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan
yang dinyatakan batal oleh pengadilan. Sudah barang tentu hal
seperti itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya
hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.®

Pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu
dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus
oleh pengadilan sebelumnya. Jika untuk kasus serupa terjadi
perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu
dan putusan pengadilan di kota lainnya, baik dalam pertimbangan
dan diktumnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda
tetapi yang satu (1) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab

% Marzuki, Pengantar llmu ..., 159.
%1 Marzuki, Pengantar llmu ..., 159.
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masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka
berurusan dengan pengadilan.®?
Alasan akademis dari pemilihan kepastian hukum oleh tiga (3) ahli
hukum di atas karena banyak dibuat rujukan pada penelitian hukum di Indonesia.
Adapun kepastian hukum dari tiga (3) ahli hukum di atas dikonstruksi menjadi

empat (4) unsur, adalah sebagai berikut:

1. Kepastian aturan atau peraturan perundang-undangan

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum telah ada pada
peraturan perundang-undangan. Dari hal inilah dapat diketahui bahwa
yang dinamakan hukum positif tidak lain merupakan peraturan
perundang-undangan. Maka, hukum positif dikatakan bermanfaat
apabila hukum tersebut menjamin kepastian masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kenyataan bahwa
diperlukan suatu aturan-aturan yang bersifat umum. Apapun
kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk dipertimbangkan
untuk dituangkan ke dalam aturan yang bersifat umum agar
kepentingan tersebut dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan
bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, meskipun tidaklah mungkin
aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan

tersebut. %

92 Marzuki, Pengantar llmu ..., 160.
9 Marzuki, Pengantar llmu ..., 157.
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Hal tersebut mengungkapkan bahwa kepastian hukum ini
memberi tugas kepada hukum yaitu hukum tetap harus berguna dan
menjunjung keadilan. Namun, terdapat beberapa sebab sehingga
peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan atau mempengaruhi
kepastian hukum, yaitu:**

a. Aturan-aturan yang sudah ketinggalan;

b. Aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain atau tumpang
tindih, baik dari isi atau kompetensi yang tidak jelas;

c. Aturan-aturan “tergantung” tanpa aturan pelaksanaan sehingga
aturan pokok tidak dapat dilaksanakan.

Tiga (3) poin tersebut sangat mempengaruhi kepastian hukum dan
mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan
sewenang-wenang, serta menimbulkan gagasan agar penerapan hukum
tidak hanya bertolak dari legal justice, dalam arti hanya berdasarkan
atas bunyi kaidah hukun yang bersangkutan.®®

Hukum diterapkan menurut harapan masyarakat, rasa keadilan
masyarakat dan sebagainya. Pandangan mengenai legal justice dalam
ilmu hukum bertolak dari ajaran yang memisahkan antara aturan hukum
dengan persoalan moral dan keadilan. Dalam pandangan yang umum,
hukum itu tidak dapat dipisahkan dari moral dan keadilan. Karena itu
sudah semestinya, setiap penerapan hukum dengan sendirinya

mengandung tuntutan moral dan keadilan. Namun, apabila hanya

9 Manan, Sistim Peradilan ... , 73.
9 Manan, Sistim Peradilan ... , 73.
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semata-mata menggunakan pertimbangan keadilan dan moral,
penerapan hukum menjadi subjektif dan akan menimbulkan
ketidakpastian hukum.®®

Kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, vyaitu;
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum
tersebutlah individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan
hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya
konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu (1)
dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah
diputuskan.®’

Adanya aturan untuk masalah-masalah konkret dapat dijadikan
acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada
hakim. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan,
melainkan atas dasar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi
kasus serupa.®®

Akan bertentangan dengan tugas universal jika hakim dituntut

mengenyampingkan hukum atas nama keadilan. Hakim dimanapun

% Manan, Sistim Peradilan ... , 74.
% Marzuki, Pengantar llmu ..., 158.
% Marzuki, Pengantar llmu ..., 158.
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harus memutus menurut hukum. Keadilan yang harus ditemukan hakim
adalah keadilan menurut hukum.*®
2. Kepastian pemerintah dan birokrasi

Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kepastian
hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan suatu aturan pelaksanaan
yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan
undang-undang. % Birokrasi atau administrasi negara memiliki
pengaruh yang sangat besar terhadap kepastian hukum karena
merupakan tempat sehari-hari hukum menjelma dalam keadaan konkret
dalam berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum kepada
masyarakat.'

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting suatu usaha
nasional untuk bersungguh-sungguh dalam menata peraturan
perundang-undangan, bukan sekedar membuat baru, apalagi tambal
sulam., 102

3. Kepastian peradilan

Peran peradilan sangatlah penting dalam menjaga kepastian
hukum karena dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang
mempengaruhi kepastian hukum. Perlu disadari bahwa proses peradilan

adalah sebuah sistem (integrated system).%

9 Manan, Sistim Peradilan ... , 74.
100 Marzuki, Pengantar llmu ... , 159.
101 Manan, Sistim Peradilan ... , 74.
102 Manan, Sistim Peradilan ... , 74.
103 Manan, Sistim Peradilan ... , 75.
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Tahap akhir suatu proses peradilan diakhiri dengan putusan yang
merupakan wewenang hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan dengan
maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan
antar dua (2) belah pihak yang bersengketa.** Terdapat beberapa faktor
pokok yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai
putusan, yaitu:1%

a. Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan hakim) yang rendah
atau tidak memadai mengenai suatu objek perkara atau proses
beracara yang dapat menimbulkan kegaduhan atas suatu putusan
dan ketidakpastian hukum;

b. Integritas yang mencakup Kketidaksanggupan hakim dalam
mempertahankan posisi tidak memihak (impartiality), baik karena
faktor korupsi, kolusi atau nepotisme atau sebab-sebab lain;

c. Penyalahgunaan makna “kebebasan hakim” sebagai cara
menyembunyikan keberpihakan atau tidakan sewenang-wenang;

d. Penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien sehingga
menimbulkan berbagai bentuk delay. Hal ini dapat timbul karena
kondisi objektif seperti minimnya fasilitas kerja di pengadilan.
Suatu pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu

dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh

pengadilan sebelumnya. Jika untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang

104Taufik Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di
Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), 170
105 Manan, Sistim Peradilan ..., 75.
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besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan
di kota lainnya, baik dalam pertimbangan dan diktumnya, dalam kurun
waktu vang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu (1) telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut akan menimbulkan
ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus
dirujuk manakala mereka berurusan dengan proses peradilan.

4. Kegaduhan sosial

Salah satu wujud kegaduhan sosial adalah terjadinya
pembangkangan umum terhadap aturan hukum. Keadaan akan menjadi
lebih rumit karena pembangkangan mendapat bantuan dari korupsi,
kolusi dan nepotisme dari pihak yang semestinya menjaga ketertiban
atau menjalankan pemerintahan yang baik. Bagi para penggerak,
pembangkangan ini merupakan metode perlawanan terhadap
establishment. Selain menimbulkan ketidakpastian, hal tersebut akan
menimbulkan berbagai masalah baru dari sekedar melepaskan frustasi
dan metode perlawanan.%

Hukum tidak mungkin hanya dilihat sebagai kemudahan atau
sekedar untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan. Hukum juga
mengandung dimensi ketertiban. Tanpa ketertiban, bukan saja tidak ada
kepastian tapi akan sangat merugikan kepentingan orang banyak dan

dapat menuju anarki sosial.*%’

106 \Manan, Sistim Peradilan ... , 77.
107 Manan, Sistim Peradilan ... , 78.
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Adapun unsur yang tidak dipakai dalam konstruksi adalah sebagai
berikut:

1. Hukum harus berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan pada rumusan
tentang penilaian hakim;

2. Fakta harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari kekeliruan
pemaknaan dan akan mudah untuk dijalankan;

3. Hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk diubah atau tidak
mudah untuk diubah;

Tiga (3) unsur di atas merupakan unsur dari kepastian hukum
oleh Radbruch. Alasan tidak dipakai dalam konstruksi karena fakta
sudah tercakup dalam unsur kepastian peradilan yang bahwasanya
proses peradilan merupakan sebuah sistem untuk mengungkap sebuah
fakta yang bermula dari adanya sengketa hingga suatu putusan hakim.
Sedangkan, untuk hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk
diubah tidak seharusnya demikian karena hukum positif sudah
semestinya untuk diubah mengikuti perkembangan zaman sehingga
tidak terjadi dan tidak ditemukan hukum positif yang sudah
ketinggalan perkembangan zaman.

4. Kegaduhan politik

Unsur ini merupakan unsur dari kepastian hukum oleh Bagir
Manan. Alasan tidak dipakai dalam konstruksi karena kepastian
hukum khususnya dalam suatu proses peradilan dilarang ada

intervensi dari pihak lain termasuk pula intervensi dari politik.
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E. Kerangka Berpikir

Sebuah kerangka berpikir sangatlah penting pada suatu penelitian karena

bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengetahui alur dari penelitian.

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

/

KONSTRUKSI KEPASTIAN e

1. Kepastian aturan atau

—_—— -

| I
! 1
! |
I |
! |
|
perundgng—undaqgan; R i penundukan diri oleh pasangan non-
2. Kepastian pemerintah dan 1 :
birokrasi; : : Muslim;;
3. Kepastian peradilan; : : .
4. Kegaduhan sosial. ! | 2. Penundukan diri oleh pasangan non-
i
: : Muslim pada hukum perceraian di
1
1
/,’ I\\ PA perspektif kepastian hukum.
______________ N
¥ J
~

PERCERAIAN PASANGAN NON-MUSLIM !
(Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, :
0115/Pdt.G/2013/PA Ktp, 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL dan !
0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr) !

_________________________________________
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PENUNDUKAN DIRI
HUKUM

1. Argumentasi hukum terjadinya

TERJADI KEPASTIAN ATAU KETIDAKPASTIAN |
HUKUM? :
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OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Gambar 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa penelitian ini akan
dimulai dengan menjelaskan tentang perceraian pasangan non-Muslim pada empat
(4) Putusan PA yang dijadikan sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini.
Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal sebelum masuk
pada kajian hukum perceraian dan penundukan diri. Setelah itu, akan dijelaskan
tentang konstruksi kepastian hukum dan penundukan diri sesuai dengan fokus
penelitian dan kemudian akan dianalisis menggunakan empat (4) unsur konstruksi
kepastian hukum dengan tujuan menemukan jawaban dari analisis yaitu, ada

kepastian atau ketidakpastian hukum pada permasalahan ini.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Suatu metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh suatu
bahanyang diinginkan yang berguna dan bertujuanuntuk hal tertentu. Metode
penelitian hukum harus didasari pada kejelasan karena penggunaan metode
merupakan ciri khas dari ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum (legal research). Sifat dari penelitian ini adalah normatif®® atau yang
biasa dikenal dengan yuridis normatif. Penelitian hukum (legal research) adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder data belaka.*®

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kasus (case approach) dengan melakukan telaah terhadap kasus yang terdapat
dalam empat (4) putusan PA yang telah mempunyai hukum tetap. Kemudian,
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan melakukan telaah
terhadap undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan kasus yang terdapat
dalam empat (4) putusan PA yang telah mempunyai hukum tetap. Yang terakhir
adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan cara

menganalisis asas hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan yang

108 peter Mahmud Marzuki, Peneltian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), 56.
109 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), 13-14.

63
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berkembang di dalam ilmu hukum sehingga masalah tentang belum atau tidak
terdapat aturan hukum (vacuum of norm) dalam kasus yang sedang dihadapi dapat
teratasi.
B. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum adalah yang akan diteliti atau alat yang digunakan untuk
meneliti. Sedangkan, bahan hukum berupa bahan primer dan bahan hukum
sekunder adalah sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.'° Dalam penelitian ini
bahan hukum primer yang digunakan adalah:
a. Kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam empat (4) Putusan PA,
sebagai berikut:
1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.
2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Kitp.
3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.
4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.
b. Peraturan perundang-undangan
1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

110 Marzuki, Peneltian Hukum ..., 151.
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2) Undang-undang tentang Peradilan Agama.

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

5) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan. ! Bahan-bahan hukum
sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku teks
pada bidang hukum dan jurnal-jurnal hukum beserta penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh
pasangan non-Muslim perspektif kepastian hukum. Contoh referensi yang
akan digunakan adalah Islam Negara — Transformasi Hukum Perkawinan
Islam dalam Hukum Nasional karangan Yayan Sopyan, Hukum Perceraian
karangan Muhammad Syaifuddin, dkk., dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.!?
Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah kamus hukum dan

ensiklopedia, meliputi blacks law dictionary dan kamus hukum.

111 Marzuki, Peneltian Hukum ...,151.
112 galim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 16.
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C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini terlebih dahulu
melakukan kualifikasi fakta (qualification of fact) dengan cara mencari dan
mengunduh putusan di website Direktori Putusan MA. Setelah mendapat empat
(4) Putusan PA sebagai bahan hukum primer maka, selanjutnya melakukan
kualifikasi hukum (qualification of law) pada empat (4) Putusan PA tersebut
sehingga menghasilkan masalah atau peristiwa hukum dengan melihat indeks
masalah yang akan dikaji.

Penggunaan pendekatan kasus (case approach) pada penelitian ini
menggunakan empat (4) Putusan PA yang berkaitan dengan isu hukum pada fokus
penelitian yaitu Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, Putusan Nomor
0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL dan
Putusan  Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. Kemudian, penggunaan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) pada penelitian ini adalah
dengan cara mencari regulasi yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
undang tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Kemudian, dalam penggunaan pendekatan konseptual (conceptual
approach) adalah merumuskan acuan kajian dan menganalisis prinsip hukum

sehingga bisa membangun argumentasi hukum yang tepat dengan beranjak dari



67

pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,
undang-undang dan di dalam putusan pengadilan.

Metode yang paling utama dalam pengumpulan bahan hukum adalah
menggunakan metode dokumentasi dan telaah terhadap dokumen, yaitu mencari
bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku
dan sebagainya.''® Catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang digunakan akan
disesuaikan dengan fokus penelitian yakni seperti buku-buku tentang penundukan
diri, pasangan non-Muslim, hukum perceraian dan kepastian hukum.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah interpretasi
hukum. Pertama, interpretasi prinsipal, yaitu memahami hukum dengan mencari
kesesuaian asas hukum yang ada. Kedua, interpretasi sistematis, yaitu
menafsirkan undang-undang sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundang-
undangan dengan menghubungkan antar pasal dalam satu (1) perundang-
undangan atau dengan perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasannya
sehingga dipahami maksudnya. Ketiga, interpretasi gramatikal, yaitu menangkap
arti makna dari peraturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata. 14
Kemudian, empat (4) Putusan PA akan dianalisis satu persatu menggunakan
empat (4) unsur dari konstruksi kepastian hukum untuk memastikan bahwa

kepastian hukum ada atau tidak ada.

113 Syharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta,2013), 274.

114 Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-Maliki
Press, 2018), 6.
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BAB IV
PAPARAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS PENUNDUKAN DIRI
PADA HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF

KEPASTIAN HUKUM

A. Paparan Bahan Hukum
Adapun paparan dari empat (4) putusan PA yang menjadi bahan hukum
primer pada penelitian ini dirumuskan menjadi dua (2) rumusan adalah sebagai
berikut:
1. Paparan Bahan Hukum tentang Argumentasi Hukum Terjadinya
Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian
di PA
a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc

1) Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai pencatan Nikah pada KUA Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat
Kutipan Akta Nikah tanggal 7 Maret 1992.

2) Penggugat dan Tergugat pada saat mengajukan gugatan
perceraian memeluk agama Katolik.

3) Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan
rukun, namun mulai tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain
cinta bahkan telah menikah dengan wanita lain. Puncaknya pada

tahun 2005, ketika Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
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tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya
sebagai suami istri.

4) Karena dalil-dalil di atas maka Penggugat mengajukan surat
gugatan tertanggal 18 Mei 2010 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan
Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Penggugat
memohon agar Ketua PA Cqg. Majelis Hakim berkenan kiranya
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
b) Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat karena perceraian;
¢) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

1) Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 12 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 2000.

2) Pemohon dan Termohon pada saat mengajukan perceraian

memeluk agama Kristen Protestan.
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3) Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama
sepuluh (10) tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih
dan bertengkar, disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang
kurang mencukupi dan Termohon selalu pergi meninggalkan
rumah dan anak tanpa izin Pemohon.

4) Karena dalil-dalil di atas maka Pemohon mengajukan surat
permohonan tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor
0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Pemohon
memohon agar Ketua PA Cg. Majelis Hakim berkenan kiranya
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon terhadap
Termohon;

¢. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau apabila PA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL
1) Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada

tanggal 17 September 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah KUA di Kota Salatiga sesuai dengan Duplikat Kutipan
Akta Nikah tanggal 05 Desember 2013.

2) Pemohon dan Termohon pada saat mengajukan perceraian
memeluk agama Katolik.

3) Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan
rukun, tentram dan harmonis dan sejak bulan Oktober tahun 2011
menjadi goyah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
tanpa izin Pemohon dan sampai saat ini sudah dua (2) tahun dua
(2) bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang tidak pernah
Kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI.

4) Karena dalil-dalil di atas maka Pemohon mengajukan surat
permohonan tertanggal 9 Desember 2013 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.

5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Pemohon
memohon agar Ketua PA Cqg. Majelis Hakim berkenan kiranya
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu (1) raj i kepada Termohon di depan sidang PA Salatiga;

c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



72

Atau apabila PA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.
d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

1) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 25 November 1999 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
bertanggal 01 Desember 1999.

2) Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2000 keluar
dari agama Islam dan pada saat mengajukan perceraian memeluk
agama Kristen Protestan.

3) Sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat
terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat
tidak terima atas nafkah yang Penggugat berikan.

4) Karena dalil-dalil di atas maka Penggugat mengajukan surat
gugatan tertanggal 2 Januari 2014 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan
Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Penggugat
memohon agar Ketua PA Cqg. Majelis Hakim berkenan kiranya
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
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b) Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
¢) Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.
2. Paparan Bahan Hukum tentang Penundukan Diri dan Kepastian Hukum
dalam Empat (4) Putusan PA
a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc
Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan
kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan
sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar
hidup rukun kembali dalam rumah tangga di setiap persidangan,
sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-undang

Nomor 07 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;*t®
Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan
tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan
Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 yang merupakan
akta otentik dengan nilai bukti sempurna, sehingga dengan demikian
haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Oktober

115 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 4.
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1983, dalam perkawinan tersebut telah terjadi hubungan seksual dan
telah dikaruniai tiga (3) orang anak;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat
beragama Katolik sebagaimana pengakuan kedua belah pihak, hal
mana sesuai pula dengan bukti P.2, namun oleh karena hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat ketika melangsungkan
pernikahan adalah berdasarkan hukum Islam, maka PA Pangkalan
Kerinci memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;t’

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana yang
didalilkan Pengugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal dan bahkan
mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat dan mengakui pula bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula,
Katolik atau murtad serta sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak
tahun 2005;!18

Menimbang, bahwa sesuai  ketentuan Pasal 311
Rechtsreglement voor de Buitengewesten, pengakuan Tergugat
tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan atas Tergugat;*°

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar

keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat

116 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 4.
117 putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.
118 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.
119 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.
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masing-masing yang telah dihadirkan di depan persidangan dan
ternyata secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan
lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran
mulut dan telah berpisah tempat tinggal selama dua (2) tahun dan
sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta keluarga
sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak
berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat
diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta
menguatkan dalil gugatan Penggugat;*?°

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah
dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya telah
terbukti terjadi perselisinan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan wanita
lain dan sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, tanpa ada komunikasi serta masing-masing sudah
tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;*?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan

120 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.
121 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.
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bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga
keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini
didasarkan pada kenyataan dimana antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah dan meskipun telah diusahakan untuk rukun
kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;??

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah sedemikian rupa sebagaimana uraian di atas,
maka unsur alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal
116 huruf f KHI telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan
perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah
dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur’an Surat Ar Rum

ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu

122 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.
123 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.
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menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari
pada tetap mempertahankan perkawinannya;*?*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah
terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;'?

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah
dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini
merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, dengan
mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI, maka perkawinan
Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak
satu ba ’in shughra Tergugat kepada Penggugat;'%°

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;*?’

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.*?®

Maka, diktum putusannya adalah sebagai berikut:*?

124 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
125 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
126 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
127 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
128 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,
129 pytusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc,

NNNo oo
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1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
2) Menjatuhkan talak satu ba’in shughra dari Tergugat terhadap
Penggugat.
b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan
kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon
beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka PA berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya
mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan
pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA
Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

130 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 7.
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Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai legal standing untuk
mengajukan pemohonan ke PA;3!

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa
rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas,
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan
hukum antara Pemohon dan Termohon;%2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang
perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut merupakan
akta otentik sebagaimana dimaksudkan Pasal 285 Rechtsreglement
voor de Buitengewesten. dan Pasal 301 Rechtsreglement voor de
Buitengewesten, sehingga harus diakui kebenarannya, maka dengan
demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat
secara yuridis formal antara Pemohon dan Termohon terikat
perkawinan yang sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan
dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk

bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan verstek;*3

131 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 7.
132 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 8.
133 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA Ktp, 8.
134 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 12.
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen
Protestan maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku Il MA Pengadilan menjatuhkan
talak satu ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon;*3

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang
berkaitan dengan perkara ini;**® Maka, diktum putusannya adalah
sebagai berikut:*%’

1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon terhadap
Termohon.
c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan
kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang
dikuatkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan,
terbukti bahwa perkara ini perkara cerai talak yang diajukan oleh
Pemohon ketika menikah dengan Termohon keduanya beragama
Islam dan pernikahannya dilangsungkan di KUA yang dalam ruang

lingkup Kota Salatiga dan sekarang beralamat di wilayah hukum PA

135 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA Ktp, 12.
136 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 13.
187 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 13.
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Salatiga, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini merupakan wewenang PA Salatiga untuk memeriksa dan
mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di
persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah
menikah pada tanggal 17 September 1987 sehingga sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) KHI, antara Pemohon dan Termohon terikat dalam
suatu perkawinan yang sah, dalam keadaan ba’da dukhul belum
pernah bercerai, maka Pemohon mempunyai alas hak untuk
mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah
dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian
sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf b KHI.

Menimbang, Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan
perkawinan beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan
menurut hukum Islam sebagaimana bukti di atas, akan tetapi

sekarang Pemohon dan Termohon telah pindah agama menjadi
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Katolik ~ (murtad)  seperti  pengakuan  Pemohon  dalam
permohonannya, oleh karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan
olen PA dengan mem-fasakh-kan perkawinan Pemohon dan
Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan sesuai dengan Pasal 125 (1) Herzien Inlandsch
Reglement.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara™ yang berkaitan dengan perkara ini. Maka,
diktum putusannya adalah sebagai berikut:

1) Menyatakan Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3) Manfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.
d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan
kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak terima dengan

138 pytusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, 10.
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nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2011 bahkan saat ini Tergugat
sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam
maupun di luar wilayah RI.

Menimbang, bahwa Penggugat beragama non-Muslim,
berdasarkan asas hukum personalitas keislaman yang merupakan
salah satu dari beberapa asas hukum acara perdata peradilan agama,
asas personalitas keislaman merupakan hubungan yang tidak dapat
terpisahkan dengan dasar pertimbangan hukum, bahwa pada saat
Penggugat menikahi Tergugat, keduanya sama-sama beragama
Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam kasus
perceraian ini meskipun Penggugat non-Muslim perkara ini menjadi
kompetensi absolut PA, sebab yang menentukan adalah hubungan
perkawinan yang berlaku pada waktu perkawinan dilaksanakan,
dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama
Kristen, namun pada saat pernikahannya, Penggugat dengan
Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dapat
diterima dan dibenarkan bahwa Penggugat merupakan subjek hukum
yang berhak mengajukan permohonan cerai talak di PA Kabupaten

Kediri.
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Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan
tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai
ketentuan Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, putusan
perkara ini dijatuhkan dengan verstek.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
Maka, diktum putusannya adalah sebagai berikut:*3°
1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3) Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat.

B. Penundukan Diri pada Hukum Perceraian di PA Perspektif
Kepastian Hukum

1. Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri oleh Pasangan Non-
Muslim pada Hukum Perceraian di PA

Penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum

perceraian di PA terjadi karena perkawinannya berdasarkan hukum

Islam dan dicatatkan di KUA sehingga ketika terjadi perceraian maka,

perkara perceraiannya diajukan ke PA. Hal ini ditemukan dalam

empat (4) putusan PA yang sebagai bahan hukum primer dalam

139 pytusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, 12.
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penelitian ini. Adapun Klasifikasi empat (4) putusan PA tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc merupakan perkara cerai
gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak
melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang
kemudian memeluk agama Katolik;

b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp merupakan perkara
cerai talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak
melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang
kemudian memeluk agama Kristen Protestan;

c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL merupakan perkara
cerai talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak
melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang
kemudian memeluk agama Katolik;

d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr  merupakan
perkara cerai gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para
pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang
kemudian memeluk agama Kristen Protestan.

Klasifikasi empat (4) putusan PA tersebut menunjukkan
bahwa para pihak merupakan pasangan non-Muslim dan perkara
perceraiannya diajukan kepada PA yang kemudian diperiksa, diadili

dan diputus oleh PA. Sedangkan, pertimbangan Majelis Hakim dalam
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menerima perkara perceraian pada empat (4) putusan PA tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan pada Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc
adalah “menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan
Tergugat beragama Katolik sebagaimana pengakuan kedua belah
pihak, hal mana sesuai pula dengan bukti P.2, namun oleh karena
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ketika
melangsungkan pernikahan adalah berdasarkan hukum Islam,
maka PA Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini.”*4°

b. Pertimbangan pada Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp
adalah “menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon
beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka PA berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini.”%4!

Sedangkan, pertimbangan lainnya adalah “menimbang,
bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan maka

berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

140 ihat halaman 74 pada penelitian ini.
141 Lihat halaman 78 pada penelitian ini.
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Peradilan Agama Buku Il MA Pengadilan menjatuhkan talak satu

ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon.””*4?

c. Pertimbangan pada Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL
adalah “menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon
yang dikuatkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di
persidangan, terbukti bahwa perkara ini perkara cerai talak yang
diajukan oleh Pemohon ketika menikah dengan Termohon
keduanya beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan di
KUA vyang dalam ruang lingkup Kota Salatiga dan sekarang
beralamat di wilayah hukum PA Salatiga, maka sesuai Pasal 49
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan
wewenang PA Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya.”43

d. Pertimbangan pada Putusan Nomor 044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
adalah “menimbang, bahwa Penggugat beragama non-Muslim,
berdasarkan asas hukum personalitas keislaman yang merupakan
salah satu dari beberapa asas hukum acara perdata peradilan
agama, asas personalitas keislaman merupakan hubungan yang
tidak dapat terpisahkan dengan dasar pertimbangan hukum,
bahwa pada saat Penggugat menikahi Tergugat, keduanya sama-

sama beragama Islam, oleh Kkarenanya Majelis Hakim

142 |_ihat halaman 80 pada penelitian ini.
143 Lihat halaman 80 pada penelitian ini.
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berpendapat dalam kasus perceraian ini meskipun Penggugat non-
Muslim perkara ini menjadi kompetensi absolut PA, sebab yang
menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada
waktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian gugatan
Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.”244
Sedangkan, pertimbangan lainnya adalah “menimbang,
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, namun pada
saat pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat beragama Islam,
maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan perkara ini dapat diterima dan
dibenarkan bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang
berhak mengajukan permohonan cerai talak di PA Kabupaten
Kediri.”14°
Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili
dan memutus perkara perceraian pasangan non-Muslim pada empat
(4) putusan PA tersebut adalah berdasarkan hubungan hukum para
pihak saat terjadinya perkawinan, yakni berdasarkan hukum Islam dan
tercatat di KUA. Hal ini bertentangan dengan asas personalitas
keislaman yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006.
Asas personalitas keislaman dapat ditemukan pada dua (2)

Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Pasal 2

144 Lihat halaman 83 pada penelitian ini.
145 |ihat halaman 83 pada penelitian ini.



89

yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini; dan Pasal 49 yang menentukan bahwa PA
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: a) perkawinan; b) waris; ¢) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f)
zakat; g) infag; h) shadagah; dan i) ekonomi syari'ah. Kemudian,
terdapat pengecualian terhadap asas personalitas keislaman yang tidak
berlaku pada perkara ekonomi syariah.4®

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bertentangan
dengan asas personalitas keislaman terjadi karena adanya kekosongan
hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum (incomplete
norm) dalam hukum perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI maupun Undang-undang Peradilan
Agama yang tidak menentukan bagaimana mekanisme pencatatan
perkawinan ulang ketika pasangan suami istri keluar dari agama
pencatatan perkawinannya. Karena kekosongan hukum (vacuum of
norm) dan tidak lengkapnya hukum (incomplete norm) menjadikan

pasangan non-Muslim harus menggunakan hukum agama yang

146 |_ihat halaman 15 pada penelitian ini.
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mengesahkan perkawinannya jika bersinggungan dengan hukum
meskipun status keduanya telah berpindah agama.'*’

Alasan kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak
lengkapnya hukum (incomplete norm) di atas tidak dapat dijadikan
alasan oleh Majelis Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara perceraian tersebut. Hal tersebut terjadi karena
sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut asas ius curia
novit. Kemudian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam empat
(4) putusan PA tidak ada yang mempertimbangkan asas ius curia
novit. Padahal, asas ini merupakan alasan yang paling mendasar untuk
dijadikan dasar hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perkara perceraian tersebut.

lus curia novit atau curia novit jus adalah hakim dianggap
mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.*® Asas ini dapat
ditemukan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya

hukum  (incomplete norm) perkawinan di Indonesia juga

147 Lihat halaman 4 pada penelitian ini.
148 |ihat halaman 13 pada penelitian ini.
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mengakibatkan asas ius curia novit dalam Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas personalitas
keislaman dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ketika
diterapkan pada empat (4) Putusan PA ini menjadi saling bertolak
belakang.

Bertolak belakangnya dua (2) asas tersebut ketika diterapkan
pada empat (4) putusan PA adalah sebagai berikut:

a. Pada satu (1) sisi pengadilan tidak dapat menolak perkara dengan
alasan terdapat kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak
lengkapnya hukum (incomplete norm) perkawinan di Indonesia.

b. Sedangkan, pada sisi lain ketika perkara tersebut diterima maka
akan bertentangan dengan asas personalitas keislaman karena
para pihak pada empat (4) putusan PA tersebut merupakan
pasangan non-Muslim.

Penjelasan pada bagan di halaman selanjutnya menunjukkan
bahwa permasalahan perkara perceraian pada empat (4) putusan PA
tersebut mengakibatkan para pihak yang merupakan pasangan non-
Muslim harus menundukkan diri pada hukum Islam karena
lingkungan Peradilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan

mengadili perkara tidak lain berdasarkan hukum Islam.
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2. Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian
di PA Perspektif Kepastian Hukum

Suatu kepastian hukum juga dapat dilihat dari konsistensi
dalam putusan hakim antara putusan yang satu (1) dengan putusan
hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.4®

Pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu dalam
mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh
pengadilan sebelumnya. Jika untuk kasus serupa terjadi perbedaan
yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan
pengadilan di kota lainnya, baik dalam pertimbangan dan diktumnya,
dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu (1)
telah memiliki kekuatan hukum vyang tetap. Hal tersebut akan
menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu
mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan
pengadilan.®® Hal ini terjadi pada empat (4) putusan PA yang menjadi
bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Adapun untuk mempermudah analisis pada sub-bab ini maka,
akan terlebih dahulu memberikan kesimpulan dari pertimbangan
hukum Majelis Hakim pada setiap Putusan yang menjadi bahan
hukum primer pada penelitian ini yang kemudian akan dianalisis
dengan menggunakan (4) unsur kepastian hukum sehingga, akan

tampak bahwa terjadi ketidakpastian hukum pada permasalahan

149 Lihat halaman 56 pada penelitian ini.
150 ihat halaman 58 pada penelitian ini.
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penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di

PA.

a. Kepastian aturan atau peraturan perundang-undangan
Adapun pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis
Hakim dalam empat (4) Putusan PA dalam hal atau yang
bersinggungan dengan Kkepatian aturan atau peraturan
perundang-undangan pada empat (4) Putusan PA adalah sebagai
berikut:
1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc
Majelis Hakim tidak menyebutkan aturan apa yang
dijadikan dasar hukum dalam pertimbangannya. Majelis
Hakim hanya menyatakan memiliki kewenangan untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini meskipun
para pihak beragama Katolik yang telah sesuai dan
terbukti dengan pengakuan dan bukti yang diajukan.
Majelis  Hakim hanya menyebutkan  dan
mempertimbangkan karena hubungan hukum antara para
pihak  ketika  melangsungkan  perkawinan  yang
berdasarkan hukum Islam tanpa menyebutkan atau
menggunakan dasar hukum.
Kemudian, dalam hal Majelis Hakim dalam diktum
putusannya yang menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari

Tergugat terhadap Penggugat merujuk pada Pasal 119 ayat
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(2) KHI. Maksud Majelis Hakim pada petimbangannya
adalah perkara perceraian yang dijatuhkan oleh
Pengadilan. namun, dalam hal menjatuhkan talak satu
ba'in sughra kepada pasangan non-Muslim tidaklah tepat.

Padahal, pengertian talak ba'in shughra dalam Pasal
119 ayat (1) adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun
dalam idah. Sedangkan, orang yang beragama Katolik
tidak dapat diberlakukan hukum Islam karena
pemberlakuan hukum agama sendiri merupakan keimanan.

Pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut
tidak tepat jika diputus kepada pasangan non-Muslim
sehingga sangatlah tepat jika penerapan hukum tidak
hanya bertolak dari legal justice, dalam artian hanya
berdasarkan  atas  bunyi kaidah  hukum  yang
bersangkutan.®® Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari
moral dan keadilan sehingga sudah semestinya dalam
setiap penerapan hukum dengan sendirinya mengandung
tuntutan moral dan keadilan.1>2

2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp
Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menyatakan

memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

151 Lihat halaman 55 pada penelitian ini.
152 |ihat halaman 55 pada penelitian ini.
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memutus perkara ini meskipun para pihak beragama
Kristen Protestan adalah karena perkawinan para pihak
dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan merujuk
pada Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Padahal, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 menentukan bahwa PA bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam,
salah satunya di bidang perkawinan.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena
Pemohon beragama Kristen Protestan maka akan
dijatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon terhadap
Termohon berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku II MA. Dalam hal
ini, tidak diterangkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku Il MA edisi tahun
berapa dan bagian apa sehingga menimbulkan ketidak
jelasan dalam hal merujuk dasarnya.

Perlu diketahui pula bahwa Buku tersebut hanya

merupakan pedoman yang bertujuan untuk meminimalisisr
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adanya disparitas putusan. Sehingga, lebih tepat jika
Majelis Hakim merujuk pada peraturan perundang-
undangan seperti dalam KHI yang juga menentukan
tentang talak ba’in sughra. Kemudian, dalam hal Majelis
Hakim dalam diktum putusannya yang menjatuhkan talak
satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
adalah tidak tepat.

Pengertian talak ba'in shughra dalam Pasal 119 ayat
(1) adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad
nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah.
Sedangkan, orang yang beragama Kristen Protestan tidak
dapat diberlakukan hukum Islam karena pemberlakuan
hukum agama sendiri merupakan keimanan.

Pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut
tidak tepat jika diputus kepada pasangan non-Muslim
sehingga sangatlah tepat jika penerapan hukum tidak
hanya bertolak dari legal justice, dalam artian hanya
berdasarkan atas  bunyi  kaidah  hukum  yang
bersangkutan.'®® Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari

moral dan keadilan sehingga sudah semestinya dalam

158 Lihat halaman 55 pada penelitian ini.
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setiap penerapan hukum dengan sendirinya mengandung
tuntutan moral dan keadilan.!**
3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan
cerai ini yang sesuai dengan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
memang menentukam tentang tata cara perceraian suami
yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama
Islam. Namun, hal tersebut akan bertentangan dengan asas
personalitas keislaman dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006. Selain itu, karena hierarki Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berada di bawah hierarki
undang-undang dan berdasarkan tahun dikeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terlampau
sangat jauh ketika dibandingkan dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006. Dengan kata lain, Peraturan

154 Lihat halaman 55 pada penelitian ini.
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sudah sangat
ketinggalan.

Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan
wewenang PA  Salatiga untuk memeriksa dan
mengadilinya karena para pihak ketika menikah beragama
Islam dan pernikahannya dilangsungkan di KUA yang
dalam ruang lingkup Kota Salatiga dan sekarang
beralamat di wilayah hukum PA Salatiga, yang sesuai
dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009.

Padahal, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 menentukan bahwa PA bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam,
salah satunya di bidang perkawinan.

Para pihak ketika melangsungkan perkawinan
beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan
menurut hukum Islam sebagaimana terbukti, akan tetapi
sekarang para pihak telah pindah agama menjadi Katolik
seperti pengakuan Pemohon dalam permohonannya, oleh

karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan oleh PA
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dengan mem-fasakh-kan perkawinan Pemohon dan
Termohon.

Diktum putusan di atas yang memutus dengan mem-
fasakh-kan perkawinan pasangan non-Muslim sudah tepat
jika dibandingkan dengan Majelis Hakim yang memutus
dengan talak satu ba 'in sughra.

Diktum putusan tersebut lebih tepat karena istilah
fasakh dalam fikih munakahat adalah sebuah bentuk
perceraian atau pernyataan terjadinya perceraian karena
Putusan hakim (Pengadilan), vyaitu sebuah bentuk
perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh suami
maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-
mata karena perintah syar’i (agama). dalam fasakh
perceraian tidak memerlukan aktivitas suami yang semula
sebagai pemegang hak talak, tetapi talak suami berpindah
kepada waliy al-amri dalam perspektif hukum positif di
Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim untuk
menjatuhkannya atau biasa disebut dengan hak ex
officio.?>®

4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat

non-Muslim namun, berdasarkan asas personalitas

155 Lihat halaman 26 pada penelitian ini.
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keislaman yang merupakan salah satu asas hukum acara
Peradilan Agama maka, perkara perceraian ini merupakan
dan menjadi kompetensi PA karena yang menentukan
adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada saat
perkawinan  dilaksanakan.  Majelis Hakim  juga
berpendapat bahwa Penggugat juga memiliki legal
standing untuk mengajukan perkara ini.

Pertimbangan Majelis di atas tidak tepat karena
berdasarkan asas personalitas keislaman. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas personalitas
keislaman dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah
satu (1) pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Pasal tersebut tidak menyebutkan tentang bagaimana
perkawinan dilangsungkan karena lebih menitikberatkan
pada kata “beragama Islam” yang menunjukkan agama
pada saat terjadinya sengketa. Hal ini juga diperkuat
dengan proses acara yang memeriksa identitas para pihak
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pemohon

mempunyai legal standing untuk mengajukan pemohonan
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ke PA karena perkawinan para pihak dilangsungkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, vang
menyebutkan  tentang  perkawinan  para  pihak
dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sehingga
mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan
ke PA sedangkan para pihak merupakan non-Muslim
mengakibatkan terjadi penundukan diri pada hukum
perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.

Kemudian, pertimbangan Majelis Hakim dalam
menyatakan fasakh perkawinan antara pasangan non-
Muslim sudah tepat jika dibandingkan dengan Majelis
Hakim yang memutus dengan talak satu ba 'in sughra.

Diktum putusan tersebut lebih tepat karena istilah
fasakh dalam fikih munakahat adalah sebuah bentuk
perceraian atau pernyataan terjadinya perceraian karena
Putusan hakim (Pengadilan), yaitu sebuah bentuk
perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh suami
maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-
mata karena perintah syar’i (agama). Dalam fasakh
perceraian tidak memerlukan aktivitas suami yang semula
sebagai pemegang hak talak, tetapi talak suami berpindah

kepada waliy al-amri dalam perspektif hukum positif di
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Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim untuk
menjatuhkannya atau biasa disebut dengan hak ex
officio.**®
Terdapat perbedaan antara perbandingan hukum dalam empat
(4) Putusan di atas. Untuk mempermudah memahaminya akan

dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan yakni, sebagai berikut:

AMIC UNIVERSITY OF MALANG

Putusan Nomor Putusan Nomor Putusan Nomor

Putusan Nomor

121/Pdt.G/2010/PA.Pkc 0115/Pdt.G/2013/PA Ktp 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL | 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.
Kdr
Majelis Hakim hanya Majelis Hakim | 1. Majelis Hakim Majelis Haki
menyatakan menyatakan menyatakan menyatakan <
memiliki memiliki Pemohon  memiliki memiliki
kewenangan kewenangan legal standing untuk kewe_nangan . ’
. i / ] . meskipun para pihaks
meskipun para pihak meskipun para pihak mengajukan non-Muslim  yang™
beragama  Katolik beragama  Kiristen permohonan cerai ini mengacu pada asas.|
dan tidak Protestan yang yang mengacu pada personalitas <
menyebutkan  dasar mengacu pada Pasal Pasal 14 PP 9/1975 keislaman. 1
hukum. 49 UU 3/2006. jo. Pasal 66 UU Majelis Hakim|
£ Menjatuhkan  talak Majelis Hakim 7/1989. rPnenyatakan ik
&S satu  ba’in  sughra menyatakan 2. Majelis Hakim Iezrgigsl':eglr?:jinrgem” )
E yang merujuk pada Pemohon _memiliki .be_rpendapat perkara Majelis Hakim_|
% Pasal 119 ayat (2) legal standing. ini merupakan menyatakan  bahwas!
s KHI tidaklah tepat Majelis Hakim wewenang PA fasakh  perkawinan™|
E karena orang Katolik menjatuhkan  talak karena para pihak para pihak. |
E tidak dapat satu  ba’in  sughra ketika menikah |
diberlakukan hukum yang mengacu pada beragama Islam dan E
Islam. Buku II. dicatatkan di KUA ]
yang mengacu pada 4
Pasal 49 UU 3/2006 |
dan UU 50/20009.
3.  Mem-fasakh-kan h
perkawinan  karena
para pihak beragama
Katolik.

Tabel 2 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kepastian

Aturan

1% |ihat halaman 26 pada penelitian ini.
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Pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam
empat (4) Putusan PA di atas terjadi karena adanya kekosongan
hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum (incomplete
norm) dalam hukum perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI maupun Undang-undang Peradilan
Agama. Karena kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak
lengkapnya hukum (incomplete norm) menjadikan pasangan non-
Muslim, dalam hal ini adalah para pihak harus menggunakan hukum
agama yang mengesahkan perkawinannya jika bersinggungan dengan
hukum meskipun status keduanya telah berpindah agama.™®’ Karena
pertimbangan tersebutlah terjadi suatu penundukan diri pada hukum
perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.

Padahal, tidak seharusnya ada penundukan diri pada hukum
perceraian di PA karena hukum di Indonesia, khususnya dapat
ditemukan dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 yang hanya mengenal asas penundukan diri pada pada
sengketa perbankan syariah karena para pelaku transaksi tidak hanya
perbankan syariah dengan nasabah Muslim. Namun, juga terdapat
sengketa di mana para pelaku transaksinya adalah perbankan syariah

dengan nasabah non-Muslim.*®

157 Lihat halaman 4 pada penelitian ini.
1%8 |_jhat halaman 1 pada penelitian ini.
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Penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan
non-Muslim tersebut juga terjadi karena hukum perkawinan di
Indonesia. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI
maupun Undang-undang Peradilan Agama memenuhi beberapa sebab
yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi kepastian hukum,
yaitu: 1%

a) Aturan-aturan yang sudah ketinggalan;

b) Aturan-aturan yang bertentangan satu (1) sama lain atau
tumpang tindih, baik dari isi atau kompetensi yang tidak jelas;

c) Aturan-aturan “tergantung” tanpa aturan pelaksanaan sehingga
aturan pokok tidak dapat dilaksanakan.

Tiga (3) alasan di atas juga sangat mempengaruhi kepastian
hukum dan mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau
tindakan sewenang-wenang.'®® Karena tiga (3) alasan tersebut sangat
mempengaruhi  kepastian hukum sehingga masih menyebabkan
terjadinya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara

perceraian pasangan non-Muslim.

b. Kepastian pemerintah dan birokrasi
Adanya empat (4) Putusan PA ini memperlihatkan
bahwa kepastian pemerintah dan birokrasi di Indonesia masih

belum dan tidak memberikan suatu kepastian. Padahal, peran

159 Lihat halaman 54 pada penelitian ini.
160 |_ihat halaman 55 pada penelitian ini.
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pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kepastian
hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan suatu aturan
pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau
bertentangan dengan undang-undang. %' Birokrasi atau
administrasi negara memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap kepastian hukum karena merupakan tempat sehari-
hari hukum menjelma dalam keadaan konkret dalam berbagai
bentuk pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.'®2

Peran tersebut sangat dibutuhkan seperti dalam hal
adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) dan tidak
lengkapnya hukum (incomplete norm) dalam hukum
perkawinan di Indonesia khususnya peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama
seperti  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
KHI, Undang-undang Peradilan Agama maupun Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Lengahnya peran tersebut dengan adanya kekosongan
hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum
(incomplete norm) mengakibatkan saling bertolak belakang

atau saling bertentangan antara aturan satu (1) dengan aturan

161 |ihat halaman 56 pada penelitian ini.
162 |_ihat halaman 56 pada penelitian ini.
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lainnya. Seperti, asas ius curia novit dalam Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
bertolak belakang dengan asas personalitas keislaman dalam
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ketika diterapkan pada
sengketa perceraian pasangan non-Muslim. Hal tersebut
mengakibatkan pasangan non-Muslim harus menundukkan
diri pada hukum perceraian di PA.

Sangatlah jelas bahwa hal di atas tidak akan
memberikan kepastian hukum kepada pasangan non-Muslim
karena mereka harus menundukkan diri pada hukum
perceraian di PA sedangkan, asas penundukan diri hanya bisa
diterapkan pada sengketa bidang ekonomi syariah sesuai
dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting
suatu usaha nasional untuk bersungguh-sungguh dalam
menata peraturan perundang-undangan, bukan sekedar
membuat baru, apalagi tambal sulam.'®® Sehingga tidak akan
ada lagi penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh

pasangan non-Muslim.

c. Kepastian peradilan
Adanya empat (4) Putusan PA ini memperlihatkan

bahwa kepastian peradilan di Indonesia masih belum dan

163 |ihat halaman 57 pada penelitian ini.
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tidak memberikan suatu kepastian. Padahal, peran peradilan
juga sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum
karena dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang
mempengaruhi kepastian hukum.'®* Akan memberikan suatu
kepastian hukum jika suatu perkara diperiksa, diadili dan
diputus oleh lingkungan peradilan yang tepat. Sudah
diketahui bersama bahwa dari empat (4) lingkungan peradilan
di bawah MA, hanya terdapat dua (2) lingkungan peradilan
yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili
perkara perkawinan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan
Agama.'®®

Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum menentukan bahwa Peradilan Umum
mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara
pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam hal
kewenangan perkara perdata, khususnya perkara perkawinan
bagi rakyat pencari keadilan beragama selain Islam yang
pada saat melangsungkan dan pencatatan perkawinannya
berdasarkan pada hukum agama yaitu agama selain Islam.
Sedangkan, yang mempunyai kewenangan perkara perdata,

khususnya perkara perkawinan hanya terbatas bagi rakyat

164 _ihat halaman 57 pada penelitian ini.
165 |_ihat halaman 14 pada penelitian ini.
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pencari keadilan beragama Islam merupakan kewenangan
absolut lingkungan Peradilan Agama.'%®
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim vyang
berpendapat bahwa memiliki kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara perceraian non-Muslim
adalah sebagai berikut:
1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc
Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam
pertimbangan hukum bahwa meskipun para pihak
beragama Katolik sebagaimana pengakuannya namun,
karena hubungan hukum di antara keduanya Kketika
melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam
maka, PA memiliki kewenangan untuk memeriksa dan
mengadili perkara perceraian ini.'®’
2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp
Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam
pertimbangan hukum bahwa meskipun para pihak
beragama Kristen Protestan namun, karena perkawinannya

dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka, PA

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.*68

186 | jhat halaman 14 pada penelitian ini.
167 pytusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pke, 5.
168 pytusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 7.
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3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL
Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam
pertimbangan hukum bahwa karena para pihak Kketika
melangsungkan  perkawinan beragama Islam dan
pencatatan perkawinannya dicatatkan di KUA maka,
perkara perceraian ini merupakan wewenang PA untuk
memeriksa dan mengadilinya.'®®
4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam
pertimbangan hukum bahwa meskipun Penggugat
dan/atau para pihak non-Muslim namun, berdasarkan asas
personalitas keislaman yang merupakan salah satu asas
hukum acara perdata peradilan agama yang merupakan
hubungan vyang tidak terpisahkan dengan dasar
pertimbangan hukum yang mana para pihak beragama
Islam pada saat melangsungkan perkawinan, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara
perceraian ini menjadi kewenangan absolut PA sebab yang
menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku

pada saat perkawinan dilangsungkan.”

169 pytusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, 7.
170 pytusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, 6.



Terdapat perbedaan antara perbandingan hukum dalam empat

(4) Putusan di atas. Untuk mempermudah memahaminya akan

dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan yakni, sebagai berikut:

Putusan Nomor

Majelis Hakim

£ menyebutkan ~ memiliki
=)l kewenangan — meskipun
= para pihak beragama
=8 Katolik sehingga
g mengakibatkan  perkara
g ini diperiksa dan diputus
= oleh lingkungan
S peradilan  yang tidak
tepat.

Putusan Nomor

121/Pdt.G/2010/PA Pk | 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp | 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Majelis Hakim
menyebutkan  memiliki
kewenangan  meskipun
para pihak beragama
Kristen Protestan
sehingga mengakibatkan
perkara ini diperiksa dan
diputus oleh lingkungan
peradilan yang tidak

tepat.

Putusan Nomor

Majelis Hakim
menyebutkan ~ memiliki
kewenangan  meskipun
para pihak beragama
Katolik sehingga
mengakibatkan  perkara

ini diperiksa dan diputus

oleh lingkungan
peradilan yang tidak
tepat.
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Putusan Nomor
0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.
Kdr

Majelis Haki

menyebutkan  memiliki=}
kewenangan  meskipu
para pihak non-Muslim
sehingga mengakibatka
perkara ini diperiksa da
diputus oleh lingkungan-
peradilan  yang tidak.
tepat.

Tabel 3 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kepastian

Peradilan

Pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam
empat (4) Putusan PA di atas mengakibatkan tidak terciptanya suatu
kepastian hukum karena perkara perceraian ini diperiksa, diadili dan
diputus oleh lingkungan peradilan yang tidak tepat, yaitu lingkungan
Peradilan Agama yang memiliki kewenangan terbatas bagi rakyar

pencari keadilan beragama Islam. hal ini menunjukkan bahwa sudah

T
<
o
0
X
-
<
=
<
Z
<
-
)
<
=
LL
o

seharusnya perkara perceraian ini diperiksa, diadili dan diputus oleh

lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan bagi rakyat

pencari keadilan selain beragama Islam, yakni lingkungan Peradilan

Umum.
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d. Kegaduhan sosial
Pertimbangan hukum tentang penjatuhan diktum yang
disebutkan Majelis Hakim dalam empat (4) Putusan PA
berisiko menimbulkan suatu kegaduhan sosial. Adapun
pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:
1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc
Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian ini
merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan,
dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI
maka, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus
diputus dengan menjatuhkan talak satu (1) ba’in sughra
Tergugat kepada Penggugat.*’
2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp
Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena
Pemohon beragama Kristen Protestan maka, berdasarkan
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Buku Il MA Pengadilan menjatuhkan talak satu
(1) ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon.!"
3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan
Termohon ketika melangsungkan perkawinan beragama

Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan menurut

171 pytusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.
172 Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA Ktp, 12.
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hukum Islam akan tetapi sekarang Pemohon dan
Termohon telah pindah agama menjadi Katolik, oleh
karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan oleh PA
dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dan
Termohon.™
4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat
telah keluar dari agama Islam, maka hak Penggugat untuk
menjatuhkan talak kepada Tergugat menjadi gugur, sehingga
Majelis Hakim atas dasar petitum subsidair berpendapat
bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus di
putus dengan thalaqul godhi (talak yang dijatuhkan
Pengadilan Agama) sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf 3
KHI, yakni dengan mennyatakan fasakh perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat.*’
Terdapat perbedaan antara perbandingan hukum dalam empat
(4) Putusan di atas. Untuk mempermudah memahaminya akan

dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan yakni, sebagai berikut:

173 pytusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, 9.
174 putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, 11.



Putusan Nomor

121/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Putusan Nomor
0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

Putusan Nomor
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL
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Putusan Nomor
0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.

Merupakan  perceraian | Karena : pré pihak | Karena  para  pihak | Karena  para  pihak
=) yang dijatuhkan oleh | beragama Kristen | beragama Katolik maka, | beragama Kriste
& Pengadilan dengan | Protestan maka | PA mem-fasakh-kan | Protestan maka, PA
f mengingat Pasal 119 ayat | berdasarkan Buku Il MA | perkawinan para pihak. menyatakan fasak
= (2) KHI, maka | tentang Pedoman perkawinan para pihak.

(=) a g
= perkawinan para pihak | Pelaksanaan Tugas dan
-g harus diputus dengan | Administrasi  Peradilan b
=) menjatuhkan talak satu | Agama maka, PA S
| ba'in sughra. menjatuhkan talak satu |

I ba’in sughra. ;

Tabel 4 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal

Kegaduhan Sosial

Perbedaan pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan diktum
putusan tersebut sangat berisiko terjadinya kegaduhan sosial karena di antara
talak ba’in sughra dengan fasakh memiliki akibat hukum yang berbeda.
Sebagaimana Pasal 119 yang menentukan bahwa talak ba’in sughra adalah
talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas
suaminya meskipun dalam idah. Dari ketentuan ini sangatlah jelas bahwa
akibat hukum dari penjatuhan talak ba’in sughra adalah masih dapat
melangsungkan akad nikah baru meskipun dalam idah sedangkan para pihak
pada perkara perceraian merupakan non-Muslim. Berbeda dengan
penjatuhan fasakh. Setelah perkawinan dinyatakan fasakh maka, perkawinan
tersebut putus tanpa adanya akibat hukum lain seperti talak ba’in sughra.
Dari penjatuhan diktum inilah yang akan menimbulkan suatu konflik atau

kegaduhan karena adanya disparitas pada putusan yang perkara atau kasus

posisinya sama.
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Jika permasalahan penundukan diri pada hukum percaraian Islam
oleh pasangan non-Muslim dan disparitas diktum putusan tersebut terus
terjadi maka tidak akan tercipta ketertiban. Karena, hukum tidak hanya
dilihat sebagai kemudahan atau sekedar untuk memenuhi atau memuaskan
kebutuhan, melainkan juga mengandung dimensi ketertiban. 1> Tanpa
ketertiban, bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat merugikan

kepentingan orang banyak dan dapat menuju kepada anarki sosial.1’®

175 Lihat halaman 59 pada penelitian ini.
176 ihat halaman 59 pada penelitian ini.
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Ketidakpastian Hukum Penundukan
Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada
Hukum Perceraian di PA
|
| | |
2. Pemerintah dan 3. Peradilan

1. Aturan atau Peraturan
Perundang-undangan

Vacuum of norm dan
incomplete norm dalam
hukum perkawinan di
Indonesia mengakibatkan
terjadi ketidakpastian
hukum karena kepastian
hukum akan tercapai
apabila telah ada dalam
peraturan perundang-

Birokrasi

Lengahnya peran
pemerintah dan birokrasi
sehingga terjadi
pertentangan antara
Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006
yang mengakibatkan

undangan. terjadi ketidakpastian

hukum.

Peran Peradilan Agama
yang tidak ditempatkan
pada otoritasnya.

4. Kegaduhan Sosial

Jika permasalahan penundukan diri pada
hukum percaraian Islam oleh pasangan non-
Muslim dan disparitas diktum putusan
tersebut terus terjadi maka tidak akan
tercipta ketertiban yang berisiko menuju
kepada kegaduhan sosial.

Gambar 3 Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum

Perceraian di PA Perspektif Kepastian Hukum

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh pasangan non-
Muslim pada hukum perceraian di PA dalam empat (4) Putusan PA
terjadi karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menganut asas ius curia novit sehingga PA tidak dapat
menolak perkara perceraian tersebut dengan alasan kekosongan hukum
(vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum (incomplete norm).

2. Memperkuat kedudukan kepastian hukum pada permasalahan
penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di
PA. Permasalahan ini mengakibatkan setidaknya terjadi empat (4)
ketidakpastian hukum, yaitu:

a. Terjadinya ketidakpastian hukum karena adanya kekosongan
hukum (vacuum of norm) dan tidak lengkapnya hukum
(incomplete norm) dalam hukum perkawinan di Indonesia.

b. Lengahnya peran pemerintah dan birokrasi sehingga terjadi
pertentangan antara Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum.

c. Peran Peradilan Agama yang tidak ditempatkan pada otoritasnya;

d. Jika permasalahan penundukan diri pada hukum percaraian Islam

oleh pasangan non-Muslim dan disparitas diktum putusan tersebut
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terus terjadi maka tidak akan tercipta ketertiban yang berisiko
menuju kegaduhan sosial.
B. Implikasi

1. Konsekuensi logis secara teoritis maupun praktis pada saat PA tidak
dapat menolak perkara perceraian pasangan non-Muslim karena asas ius
curia novit adalah mengakibatkan kurang tepatnya putusan PA yang
memutus perkawinan berdasarkan hukum Islam kepada pasangan non-
Muslim.

2. Konsekuensi logis secara teoritis maupun praktis, empat (4) unsur
kepastian hukum vyang dijadikan sebagai pisau analisis pada
permasalahan penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum
perceraian di PA adalah memperkuat bahwa permasalahan tersebut
mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum di Indonesia, khususnya
dalam bidang hukum perdata, yaitu hukum perkawinan di Indonesia dan
hukum acara Peradilan Agama.

C. Saran

1. Peran Pemerintah, khususnya peran Dewan Perwakilan Rakyat sangat
diperlukan untuk mengatasi adanya kekosongan hukum (vacuum of
norm) dan tidak lengkapnya (incomplete norm) dengan merubah
peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan
menurut UUD 1945 sehingga sangat perlu untuk terdapat undang-undang

baru dengan menambahkan ketentuan tentang mekanisme pencabutan
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pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan ulang ketika pasangan
suami istri telah berpindah agama dari agama yang mengesahkan
perkawinannya.

. Peran Majelis Hakim pada Lingkungan Peradilan, khususnya pada
lingkungan Peradilan Agama agar lebih berhati-hati akan pertimbangan
hukum dalam putusan sehingga tidak terjadi permasalahan yang muncul
dari putusan yang telah diputus.

Peran peneliti selanjutnya sangatlah dibutuhkan dan diharapkan untuk
meneliti lebih banyak tentang isu hukum yang terjadi di Indonesia,
khususnya tentang kekodongan hukum (vacuum of norm), tidak
lengkapnya (incomplete norm) dan penundukan diri pada hukum

perceraian.
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v*:b\" Direktori Putusan wm@; Republik Indonesia
: K B

Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA. Pke. @
IRRAHMANIRRAHIM '
DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA x

Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili
tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

diajukan oleh : L3
? SUWARNI binti MARKASAN, umur 54 tahun, Amﬂﬁﬂﬂn

v terakhir SLTP, pekerjaan ibu tumah tinggal di
0 Jalan Karangsarl, Dusun RW. 04, Desa Sari
Makmur, Kecamatan Kabupaten Pelalawan,

“mummmmxmmmm Kerinci
@ dengan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 18 uu\ dalil-
dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1983, melangsungkan
0 pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa bukti berupa Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 7 Maret 1992
Q dan telah dikaruniai 3 (tiga) 5 .
} a. ALBI SUPRIYANTI bin S umur 26 tahun;
b. TOMAS PUSIONO b umur 15 tahun; 00
c. ENDAH bin SUHARDI, umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 121./Pdr.G/2010/PA.Pke.

0
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=17

O
S
Mk

ENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fad =
| &



129

C R i
\ Direktori Putusan Mahka ng Republik Indonesia

2. Bahwa Penggugat dan sekarang memeluk agama katolik; 6\
3. snmmhh * h, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami @
‘ pada tahun 1990 pindah ke Desa sarl makmur, riau fkut

\a. wwmmmmﬂnﬁm

niufsejak tahun 2000, mulai tidak harmonis karena sering terjadi persel n

n yang disebabkan Tergugat bermain cinta bahkan

bemama Romauli. Puncaknya pada tahun 2005, ugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah aksanakan

QQ kewajibannya sebagai suami istri; ®,

wanita lain

diasi dengan Hakim mediator Yuniati Faizah,S.Ag.,SH. MSI.,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha
W‘Iﬁmhmmmmhﬁh&uw n$mhnhn
0 harmanis kembali, namun ternyata upaya tersebut tidak
Penggugat yang

Menimbang, behwa selanjutnya
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat jawaban secara lisan pada
* pokoknya membenarkan dan mengakul Penggugat ;
% Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat buki surat
& 1. Fotakop! Duplikat Kutipan Nomor : Mk.07/K.0/Pw.01/362/1T1/1992

anggal 7 Maret 1992, yaig, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

NP s,
o
v@) &

= x’\*‘ —

Q.o »
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Patl, Kabupaten Pati, tersebut bermeteral cukup dan telah dicocokkan
dan temyata cocok serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan
el bukti P.1;

npai dengan tanggal 13 Juni 2010, fotokopi tersebut bermeterai cukup
octkkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisasi o

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat jjukan alat

saksi-saksi yaitu :

1. DASUKI bin NARSO, umur 43 tahun, *wam
Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

* Bahwa saksi adalah teman Penggugat

¢ Bahwa benar Penggugat d
dikanumiai 3 (tiga) orang anak;

* Bahwa benar sekarang beragama Katolik;

* Bahwa rumah tangga ugal dengan Tergugal tidak harmonis, karena

pasangan suami isteri dan telah

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tidak

2. MULIANUS Bin HULAIMI, umur 46 tahun, aga tinggal di
di bawah
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rga atas nama Penggugat, nomor: 470/05/06/2005/051 %C
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L) 0 0\‘2
. &hmmnﬁw%mytdmwhmnaﬂahtﬁlkmkmw&n 6

sudah t tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, di mana Tergugat {

kediaman bersama; @
Wthmmﬁwwth
perselisihan dan pertengkaran;

pertengkaran mulut, namun saksi tidak mengetahul isi
¢ Bahwa saksi mengetahul Tergugat telah menikah dengan

Q Menimbang, bahwa atas keterangan atas, Penggugat

sesuatu yang tercantum dalam acara persidangan adalah merupakan bagian yang 6\

bahwa maksud dan tjuan gugatan Penggugat

dilaksanakan dengan Hakim Mediator Yuniati Faizah,S.Ag. namun

‘b Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dalam rumah

@ tangga di setiap persidangan, sebagaimana Peraturan Pemerimah
@ Nomar 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan Pasal Nomor 07 Tahun

@* Menimbang, bahwa dan membenarkan tentang telah

Penggugai, hal mana sesuai pula
b-, dengan bukt P.1 yang merupaka dengan nilai bukti sempurna, sehingga

?9 O

:.':r...:-..-:;b% AN T e
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b

pedwwtnan tersebut tehh hubungan seksual dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang

é\‘z

hwa meskipun Penggugat dengan Tergugat beragama
in kedua belah pihak, hal mana sesuai pula dengan

disebabkan karena Tergugat bermain cinta dan telah

ergugat sudah kembali ke agamanya semula, \
. o f———- 2)
Me sesuai ketentuan Pasal 311 RBG, pengakuan Tergugat Q
tersebut cukuplah memberatkan atas Tergugat ;
meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan
gugatan namun demikian karena perkara ini merupakan perkara
yang dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan
ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal

Islam, Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi orang
dengan Penggugat dan Tergugat untuk yang lebih
D" i

& Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah méfidengar keterangan dua orang

saksl dari keluarga atau orang dekat Penggugat masingsmasing bernama DASUKI bin

@ NARSO dan MULIANUS bin HULAIMI yang/telah @ihadirkan di depan persidangan

* dan temyata secara materiil saling bersesualin<antara satu dengan lainnya, serta
0 berhubungan dan mendukung dalilsgugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan ¢
mmwm efiriodi penelilfin dan pertengharan dalsm '

telal¥berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan -
mmm satu sama lain serta keluarga sudah berusaha e

0(\ mmmmmmbo
2 v N
e o
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N

merukunkan kedua belah tidak berhasil, sehingga telah memenuh! syarat 6
formil dan materill saksi, oleh karena iru majelis menilal kesaksian tersebut @
dapat diterima sebagal alat bukti yang sah serta menguatkan dalll f\
gugatan

bahwa berdasarkan hal-hal yang telsh d

tersebut di atas, Majelis Hakim telsh menemukan fa
pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan dan ara
mmmmmmhmmwhm
Romauli dan sejak tahun 2005, Penggugat dengan pisah tempat
tinggal, tanpa ada komunikasi serta masing-masing kewajiban
sebagai suami istri;
Menimbang, bahwa berdasarkan di atas, maka majelis

Wmmmmmmm-u rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah, sehingga sulit diharapkan untuk rukun

kembali, hal ini didasarkan pada antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah dan meskipun te rukun kembali oleh pihak keluarga, o |
akan tetapi usaha tersebut Penggugat tetap bersikeras untuk cerai; \
Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 9
uraian di atas, maka unsur alasan perceraian yaitu e
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

i lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki Pasal 39
dang Nomor | Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Qoo i "mmbo
v N

= .
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<o “é@ 238 X

oleh Pengadilan, dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompflasi Hukom 0
in Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatubkan @

hraTergugat kepada Penggugat;

! perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ﬁ

m(:)ummm7m1mmmm%

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari bin MAHTUM
0 CIPTOSUNJOYO) terhadap Penggugat ( binti MARKASAN);

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar

* Rp.291.000,- ( Dua ratus sembilan rupiah).

° Demikian rapat permusyawaralan Majelis Hakim ’\‘
> Pengadilan Agama Pangkalan hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi 9

bertepatan  dengan  tanggs Jumadilakhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
ebag; ua Majelis, YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH,MSL dan Q
m sidang umum pada hari itu juga oleh Ketua
didamping! oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Sk, gai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan

KETUA MAJELIS \
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QQ PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA Ktp.

©

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ESA
a Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa perkara tetentu pada
0 tingkat pertama dalam persidangan Majel putusan  dalam
* perkara cerai talak antara : Q
° PEMOHON, umur 33 Protestan, pendidikan SD, pekerjaan !
»
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X
> &
Q)
vmamlwum. tanggal 01 Maret 201,3 x‘gﬂ- hal-hal

sebagai berikut :
0& |. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan dengan Termohon pada

* tanggal 12 Januari 2000, di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan
° Agama Kecamatan Ayah, schagaimana Kutipan Akta ¢ |
» mwm:-wﬁ 6
2. Bahwa, selama antara Pemohon dan Termohon telah 0
dikaruniai 2 yang bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 11, O
umur anak tersebut tinggal bersama Pemohon; o

3.? menikah, Pemohon dan Termohon bertempat i
tua Termohon di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen s

‘bvummnnmmglmsm X Ketapang

dan tinggal di rumah orung tua Pemohon di | ia Baru sampai

& berpisah pada bulan Oktober tahun 2012, tetap bertempat

*0 tinggal di rumeh orang tua Pemohon Pemohon tersebut di atas

v sedangkan Termohon feman Termohon yang
b bernama Vera di alamat 1 di atas:

p—
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10 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, o

faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencuk

umwmmmumumﬁ?
Oktober

5." Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran
§ 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidsk ada ¥ Pemohon
& pulang dan Termohon juga meninggalkan Woudirien, kntika
Tmmmmruﬂéw-.mm

*’b mmmmewmwm

e <& ’
'0 G.Bnhwn.:rtihp &Tmmm”“‘“ 9\‘

sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon dan 00
memilin sebagai jalan kelnarnya: o
7. B sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
xmmumamm \Sm-

Agama Ketapang Cq.Majelis Hakim agar ipashary
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(X
g &

2. Menjatuhkan ba'in shughra Pemohon (PEMOHON) terhadap 0@

3 biayaperkars epods Pemoban: 60
C RN
fb mmmm-mmm-mmn%&ﬁmm

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan ditetapkan, Pemohon

0 datang menghadap, sedangkan Termohon tiduk puls menyuruh orang
0* lain untuk menghadap schagai waki sah, meskipun menurut relaas ol

Nomor 0133/PdLG/2013/PA Kip! Maret 2013 dan tanggal 15 Maret 2013,

r
Termohon telah dipanggil i dan patut; 00
Bahwa, medlui& dalum perkara tersebut tidak dapat dilkukan

m-Wmmmumamm o
> ~

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

namun selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon,
wou Pemohon; .*
@ Bahwa, untuk menguatkan dalil mengajukin
bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 172000, tanggal 12
0 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ayah,
* Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut telah u dicocokkan dan telah sesuai
$ dengan aslinye, kode (P); Q
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sh ' Q_@ \‘Z

Bahwa, selain i j siksi-saksi i berikut: @6
ain mengajukan i sebagai : 0

1. SAKSI 5 tahun, agama Konghuchu, pekerjaan mengurus mm-b
waxmm.mwmmvab

Karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, di \Q

mﬁnﬁﬁ memberikan keterangan sebagai berikut :

oc >, Ban, Paaiiion mmmwu@mum
2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
0 * Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan beragama Islam, namun

& mumnmxxm-Q:

¢ Bahwa, pada awalnya dan Termohon harmonis, o

namun sekarang sudah s lagi, sering berselisih dan bertengkar g

* Bahwa, Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih Q
bulan yang lalu dan selama berpisah keduanya sudah

meagunjuni; Q
akan

saksi sudah berussha mendamaikan Pemohon dan

A
@ 2. SAKSIIL, umur 36 tshun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di

‘l Kabupaten Ketapang. Saksi menyatakan pemohon dan Termohon
Q karena saksi adalah teman bawah sumpah memberikan .
} keterangan sebagai berikut :

0.
N S
D, -
:.-.:'::..-'..:1? S& T s
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ermohon adalah svami istri  dan telah dikaruniai 2 Q

(du)
menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam, r&
ya beragama Kristen Protestan;

pada awalnya rumah tangge Pemohon dan Qﬂ\u

namun dalam | (satu) tahun terakhir rumah tangga is lagi,
0 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan Termohon
& menjalin cinta dengan laki-laki lain;

* Bahwa, Pemohon dan Termohon tempal tinggal selama lebih

°t kurang | bulan dan sel sudsh tidak pernah saling
r

S 2)
* Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akn Q
tetapi tidak Q

Bahwa, telah memberikan wmmmmmbp
deng 4, yaitu bereerai dengan Termohon dan mohon putusan;
mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di &

Wahm buinmpulmim,dnnmrhn\

& tersebut schagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
Q@ mma@m .
<¢ ¢
N &
o ¥
4 ‘?' O©
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2

perkawinan Pemohon dan Termohon dhp-u;@ﬁm
Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (&) Undang- 7 Tahun
*
0 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 dan perubahan

(4
-
>

Negarverasn Marbamen Agng

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam ya  mendalilkan, bahwa
Pemohon dan Termohon telah mel di hadapan Pegawai Pencatat
Nikih pads Kantor Urusan Agamél, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan
kehidupan rumah tangga dan Termohon sudah tidak harmonis, maka
pasal 63 ayat | huruf (a) Undang-Undang Nomor |
" mempunyai legal standing untuk mengajukan pemohonan

Tahun 1974, Pem

nimbany wwlwmmwwm Q
i Maijelis

Qﬂﬁ\hm'l‘mmhm tidak pernah hadir di persi

telsh menaschati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan i dengan Termohon
didasarkan atas dalil-dalil, bahwa dengan Termohon 12 Januari
2000 rumah tangga Pemohon berjalan harmonis selama 10 tabun,

o“o)

138
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bO

O
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2
mlmwuzxq:ymmummmmm Q

(P), Bukti terschut merupakan akia otentik

sebagaimana pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, sehingga harus
demikian berdasarkan bukti ( P) tersebut Majelis
secara yuridis formal antara Pemohon dan Termohon terikat

p—

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



?
¥

>
N &
»

menggul :

Qﬂlﬁn merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f)

TdnnlﬂSjo.Putlllﬁhlnf(f)Komﬁhl

ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah

A wnmmummmmthi
na dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon i dengan

Nomor 9
maka berdasarkan

ahun 1975, jo. Pasal 76

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 ukum Islam, sebelum memutus perkara ini

keluarga atau orang dan Termohon ;

Menim telah temyata saksi-saksi sebagaimana dimaksud

telah masing-masing bernama  SAKSI I (ibu

SAKSI ‘M (teman dekat Pemohon). Kedus orang saksi

dibawah janji dan sumpah yang saling
dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, yait
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berselisih dan bertengkar dischabkan antara lain
izin Pemohon dan menurut saksi

.
R\
R

dalil-

saksi mengetshui

is, mercka sering

sering keluar rumah tanpa

menjalia cinta dengan laki-

g keduanya sudah berpisah tempat

\(‘

140
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h,: mmmmmmwmahmmmymnm.
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,,,
=gt

tinggal sejak yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan Q;Q

perdamaian dnnm‘l‘ndm.mntidnkbuhull. D:ngno

materil sebagai wlat bukti sehingga

umwmmmmmm
c‘ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( bukti ?*@.«
0 orang saksi diatas, maka Majelis Hakim telah persidangan yang

0@ pada pokoknya sebagai berikut:

« Bahwa, terbukti antara Pemohon dan T mmﬁmmm
pada tanggal 12 Januari 1i 2 (dua) orang anak: .\‘
« Bahwa, pada awalnya kehi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 0

rokun dan 10 tabun, namun _ setelah itu tidak rukun dan Q
harmonis lagi gt dan Tergugat sring berselsih dan bertengkar Q
yang oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin 0
-t Pemohon dan Termohon telah memeluk agama

Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon i itn

@’b sudsh ada upaya untuk merukunkan kedua ' tetap tidak

berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fi di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah Termohon benar-benar sudah
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%

perkawinan yang sudah rapuh  dipastikan tidak
atau kebaikan akan ftetapi justru akan mendal

yang lebih besar bagi kedua belah pihak

N
berpendapat bahwa tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah
tidak harmoni onhpmh(brn&am"hst).whincpmnyn o
dan dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu
rumah yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
% I Undang-Undang Nomor 1 Tahum 1974; .*
@ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan \ﬁdiuﬂxkim
& berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana

mmnm(numume 1974 jo. pasal 19 huruf
Q& M mmmw pesal 116 huruf (f) dan ()

b Kompilasi Hukum Islam;

p—
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)

ena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ,\
ain untuk menghadap scbagai wakil / kuasanya, meshwox

nggi mmﬂmmmnh'rermdwnhmdinyé

149 ayat (1) RBg tus

di atas,
melawan hukum,

b T
° Menimbang, bahwa oleh # Kristen Prolestan (murtad)
»

maka berdasarkan Pedoman Pel Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

"

&

smnmm& an menjatubkan tlak talak satu ba'in shughra

berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-U
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun maka s

oﬁmm memerintahkan kepada Panitera untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan kepada Pegawai

®® Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor U

&
A V’

Wt Q
'~

Kabupaten Kebumen

nQu Kecamatan Delta Pawan,

O

143
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(¢

Menimbang, pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Q
Agama yang teleh diubah dengan Umhn;-Undan
Nomor 3 MMW&FUM-UMNWSD&

i \Mms—
*
ini

MENGADILI Q
I. Menyataken Termohon muuaux@nmumm
menghadap di persidangan, tidak hadi
2. Mengabulkan permohonan verstek; .\‘
3. Menjatuhkan talak satu shughra Pemohon (PEMOHON) terhadap 9

<

4 Pengadilan Agama Ketapang untuk mengirimkan Q
@»UMWWAmm§
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Termohon

< ’ Kabupaten Ketapang; L)
0 5. Membebankan kepada Pemohon untuk yang hingga
kini sebesar Rp 241.000,00 ( dua ratus empat rupiah);

R\

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ketapang yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 10 Ji 1434 H. oleh kami Drs. JUAINLS.H.

==

S <
ot o

p—
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P

sebagai Kelua TUN AGUSTINAH, S.Ag. dan Dr. H. FAISAL Qé@
SALEH, Le., i ing sebagai Hakim Anggota, putusan terscbut pada hari
itu juge dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di

mmmmmmmr?m
Pengganti, dengan dihadiri olch Pemohon dan tanpa T -

&
>
¥

&‘mm 3000000 &

0d 2, Biaya Proses :Rp 50.000,00

3. BiayaPunggilan :Rp 150.000.00

* 4 BiayaRedsksi  :Rp 500000 Q
\0 S. BiayaMatersi  :Rp w

& Jumlah :Rp. 241
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0 Dlrektori Putusan Republik Indonesia
Lo=

G/2013/PA.SAL \

©

IRRAHMANIRRAHIM é)\ﬁ)
DEMI KEA KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘&C‘*
Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadii perkal
pertama dalam persidangan Majelis telah

sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan

Gv-mmw“ww.mm

Wiraswasta, bertempat tinggal \cm Salatiga,
& sebagai PEMOHON -
@ Melaw 0
o* Termohon, Umur 47 tahun, agama SMA, pekerjaan Tidak
| 4

P
di - Kota Salatiga sekarang

N\
alamatnya dengan jelas dan pasti di 06

TERMOHON jr--veeeemesrmeeeee : c%

e§3

Agama Salatiga Nomor 1 A.SAL tanggal 09 Desember ¢
L 2013. mengajukan alasan-alasan perikut -
El
1. Bahwa pada tanggal 1 1987, Pemohon dengan Termohon Q
melangsungkan dicatat oleh Pegawai Pencatal Nikah

147
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Direktori Putusan Mahka ng Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sesuai dengan Duplikat Kutipan " Q

Akta Nikah Nomor 013 tanggal 05 Desember

2013; \

2. Bahwa setelah perpikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggaldi tumah kediaman bersama ci Salatiga selama 24 .t’?’

tahun 1b S ikahan tersebut Pemohon dengan Termohon 195’

telah hidup rukun sebags a layaknya suami istri dan dikaruniai 3

By e Tergugat (b 16 @@

mmm .\l
mwwz(mwnzm 9
pernah pulang tidak pernah kirim kabar

udluhluhwlhylhm i metes @
.3’

K

untuk menjatuhkan talak
%ﬂ) di depan sidang Pengadilan

O
N\

N\ e

NTRAL LIBERARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

p—

r~
[
«



\Z

*:b ' Diridori Putusan Weh Republik Indonesia

149

Dan atau jika I lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex @

aequo et bono); tk
hari dan tanggal sidang yang ditetapkan

%lhuwﬁldm sedang Termohon telah

pula tidak menyuruh orang lain sebagai
Wmmwwmm
mmtammsmmvs 14 dan dan
tidak ternyata bahwa tidak hadimya itu Wymw

Bahwa Majelis telah memberi Pemohon agar tetap

* rukun dengan Termohon sebagal su;
N 4
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S i L qishgwigre

P2); @

3. Pemohon tentang kepergian Termohon

ST ONS——
vgn;_' p \E‘b

‘bvsmnm

1. Saksi |, umur 42 tahun, agama Islam, , fempat
& md-msum-———Q
0 Saksi tersebut dibawah keterangan calam
* persidangan pada pokoknya
’0 « Batwa Pemohon dan Termohon karena )

@.m.,b.,..,_,s...,....,.,@

- :
&‘b + Bahwa rumah tangga Pomahon awalanya
0 rukun, tapi sejak bulan 11 menjadi tidak

‘, harmonis karena T dari tempat tinggal
w

bersama 2 tahun lebih tidak pernah ¢
pulang dan diketahui tempat tinggalnya yang a

K
>
= ‘?‘o’ O

= ==

L LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ENTRA

Fad =
\ ¥4



151

RS -
A $‘b ' Direktori anmhk@ng Republik Indonesia

* Bahwa pisah rumah tersebut antara
\ w@ Termohon  sudah tidak ada é\q

2, 5 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah 0‘63

§° persidangan pada pokoknya sebagai berikut ; - b ¥
@ . mmwmm\\m‘mm

@ - \.® M-
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* wmmmmgw
tetap pada penciriannya, R tz
sudah tidak akan apapun dan mohon putusan yang 9\
seadil-adilnya jssse----

2
putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal ‘
berita acara persidangan perkara bersangkutan y G
tak terpisahkan dari putusan ini; b

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM \

Q mm.mmmmwpmm
QMWMdM %

Menimbang, bahwa Pemohon dan T diperintankan

untuk mediasi sebagaimana ketentuan No 1 tahun 2008
tanggal 31 Juli 2008 karena Te di persidangan j-----ess-eeeev

, ,)46

Kota Salatiga Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.---/ (‘\Q
DN/38/XI1/2013 Desember 2013 dan rumah tangga Pemohon dan @“‘-'
Termohon maka sesual pasal 14 PP No 9 tahun 1975 jo

1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun

tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing
&

cerai ini;
0 Menimbang, bahwa Termohon yang telah resmi dan
patut tetap tidak datang menghadap, pula tidak orang lal sebagal
\b,b kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak itu disebabkan suatu
%{k halangan yang sah, maka T tidak hadir, sehingga
fj’f perkara inf diperiksa dan diputus dengan tanpa hadimya Termohon;---—---—-
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bersama tidak pernah kembali lagi dan

MWWWM Pemohon dan Te
n%mzmzmmmmmw—
%—v bahwa meskipun terhadap dalil

perceraian, maka Pemohon dikenakan beban

AT g

&
&
S

Menimbang, selanjutnya Pemohon telah alal bukli surat
dan saksi-saksi yang dipertimbangkan freerreriey

Menimbang, bahwa alat buki Pemchon berupa bukti
surat dan saksi-saksi telah | formil dan materiil, maka Majelis
berpendapat bahwa alat sah sebagai alal bukli ; -—----seesremee

permohonan Pemohon yang
dikuatkan bukti 1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan,
ini perkara cerai talak yang diajukan oleh
dengan Termohon keduanya beragama

49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, WHMNQUWUPWW
Salatiga untuk memeriksa dan

153

-
Direktori Putusan M Republik Indonesia
mm bahwa Pemohon adalah bahwa
Pemohon mohon (jin talak terhadap Termohon karena
rumah tangga Pemo Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon

OC\

dilangsungkan di KUA — Kota Salatiga
&mﬁdﬁdﬁwﬁhm%mﬂmm %m‘d
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* me dan Termohon telah menikah * Q
pada tanggal 17 sesuai ketentuan pasal 7 (1) e\
Kompilasi Hukum Is! Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu @
perkawinan keadaan ba'da dukhul, dan belum pemnah .«4‘:‘*

s Pemoahon dan suami isteri, menikah di hadapan Pegawai (\\0

Pencatat - Kota Salatiga pada tanggal 17 September 1987 Q"‘@*
sudah dikaruniai 3 crang anak dan belum

. Oktober 2011 dalam rumah langga Pemohon Tm-n
Qc tidak harmonis disebabkan Termohon pergi e tempat

& tinggal bersama dan tidak kembali lagi sudah 2
@ tahun labih tidak m bersama

lagi;
%{\? + Selama pissh rumah 2 Pemohon dan Termohon

=
R

K

o bo&_
o N

= b e
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$ Mu*m bahwa fakia tontang numsh tangga
Pemohon dan Termohon N B \
Pemohon dan Termo tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali “36
sebagai suami 39UU No 1 tahun 1974;——wwwrveveee @
“@'mwmﬂmnmn 0
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
vwmaawummwm
0 Termohon, maka Majelis berpendapat kalau di e

status yang
0 jelas bagi kedua belah pihak ; :
* Menimbang, bahwa sejalan dengafiépa yang telah dipertimbangkan

Pemohon telah memenuhi_alasaniperceraian sesuai pasal 39 ayat (1), (2) 0

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Qe

Pemerintah 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum 0

Pemohon dan Termohon ketika
beragama Islam dan perkawinan mereka
Isilam sebagaimana bukti P.2 diatas, akan tetapi
0@ Termohon telah pindah agama menjadi seperti
@ pengakuan Pemohon dalam permohonannya, talak Pemohon
$ harus dijatuhkan oleh Pengadilan Agama perkawinan
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka alasan untuk mengabulkan permohonan 0

QO
3
?‘o’ \06

I

i

= e
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Mm“
‘t Pemohon dan oleh karena T maka diputus dengan verstek o Q
sesual pasal 125 (1) HIR; \

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun ,z
1989 yang UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ‘Q”
mw@mmwm,ummmmmm

P Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan &,
hukum tetap ke Kantor Urusan Agama li

MENGADILI
Termohon yang telah dipanggil dengan
patut  untuk  menghadap  di
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* 4. Memerintahkan
mengirimkan

N\
ng Republik Indonesia
Agama Salatiga untuk
ini setelah mempunyai kekuatan
Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota

s
o
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"b Direktori Putusan uamn}&v Republik Indonesia
¥ . Q... | N

putusan antare:
& PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Kristen, SMP, pekerjaan Tani,
(b bertcmpa tinggal di Kabupaten i Penggugat;
°$ TERGUGAT umur 30 tahun, peodilikan Pembasts Rumish _
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten \
v Kedir deualics slseminya. deagi jolas.baik 9
didalam diluar wilaysh Republik Indonesia, sebagai 0

ar keterang: Pewdan'l‘ugupxmm«lblm-

TENTANG DUDUK PERKARA
efiimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat
2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

MG&OIWAW tanggal 02 Janvari 2014

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1999

N i 0 melangsungkan perkawinan yang dicatat
b m%m Put. No: 0044/Pd. G/2014/PA Kab Kdr.
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¢

Q—wmmmam \Q

)mmwm
2 Bahwa setelah syariat Islam tersebut, pada bulan januari tehun 2000 @
keluar dari ke agama Kristen; Q
winan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tingg:

Penggugat selama 12 tahun, telah hidup rukun
istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bemama
'AMA, 13 tahun, dalam asuhan orangtua Tergugat Q
ANAK KEDUA, § tahun, dalam asuhan Pengguat;

mmmmmmumwu Tergugat
terus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada hidup rukun
lagi dalam rumah tangge disebabkan Tergugat atas nafksh yang
Penggugat berikan ;
5 Akibat perselisihun dan pertengkaran lebih pada bulan maret tahun
2011, Tergugat pergi meninggalkan namun sampai sekarang tidak
pemah pulang dan tidak ada diketahui alamatnya yang jelas 0\‘
dan pasti didalam dan diluar epublik Indonesia; e

6 Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, antara lain kepada dan, namun 0

oleh karena itu mohon agur Ketun Pengadilan Agama Kab.
im yang memeriksa perkara ini untuk memanggil
mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

g Mmmmu'rm
3 Mmmumwtmmm

.Iihlhklmbupendapulnhmbon Qﬂl-dﬂuyx
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%

Q 5
mmmmsq.mmm.mrw e\q

tidak hadir dan tidak pul orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya @
yang sah, meskipun dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut Q
tanpa di halangan yang sah;

jelis Hakim menaschati Penggugat agar rukun lagi membina run s

& maka pelaksanaen mediosi scbagaimana yang dikehéngaki o

Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudia;

D
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil mengajukan
* | Fotokopi Kartu Tanda ~- atas nama Penggugat,
° Kabupaten Kediri ur tanggal 14 Oktober 2012 bermeterai ’\'
. cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1); 6
2 Fotokopi Nikah Nomor 432/02/X11/99 yang dikeluarkan oleh Q
Kantor Kabupaten Kediritanggal 01 Desember 1999, Q

telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
mmcmmmmammmm

3
Kediri Nomor: -—-—- bertanggal 27 Nopember 2013
luhdimpla:dmuunidulpulhy&(hhi?.!);\
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* Bahwa adaluh suami isteri sah, semula hidup rukun .\q
dan  harmonis, kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat
di| sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; @
* Bahwa dan pertengkaran tersebut adalah karena
T dupat menerima apa adanya atas penghasilan Pen
diatas kemampuan Penggugat : mmldmx‘%
v antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah
tinggal selama 2 tuhun tanpa saling komunikasi;

tidak berhasil ;

¢ Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun, Tergugat Penggugat
0 tanpa pamit dan kini tidak diketahui dan pasti;
& ¢ Bahwa Penggugat telah berupaya n-% Tergugat, namun

* * Bahwa saksi tahy, Penggugal dan Kkini memeluk agama Kristen;
2. SAKSI 11, umur 34 tahun, . tani, tempat tinggal di o |
Kabupaten Kedi, & ya. menerangkan halhal yang. pada \
pokoknya scbagai 6
* Bahwa saksi Penggiigat dan Tergugat karena saksi adalah Q
e AN o

. 1 dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang 0
Islam, semula hidup rukun dan harmonis, namun
isan fersebut tidak dapat dipertahankan karena

perselisihan dan pertengkaran;
Q « Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat kini iy Kristen;
0 * Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Karena
Tergugat tidak dapat menerima apa adanya Penggugat dan
uhhmmmdiwkmmm lainnya silahkan

= o

q\}og 60
5 ?‘ N

= &

%8, .
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) I wg— vg'rm seksrang tclah berpissh tempat ’\Q
SR %

mwmumnmusoQ
Bah elanjutn Mmmmmmm

i : mmmmmammg&m

esimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya 3

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara ini dipandang

0 sebagi bagian yang tida tepisahkan dri puusan ni
X

TENTANG
Menimbang, bahwa maksud dan tujusn Penggugat scbagaimana
* terurai di atas;
\ Menimbang, bahwa pokok ini adalah Penggugat dengan [
Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan \
akan hidup rukun lagi dalam dischablan karena Tergugat tidsk terima 0
dengan nafkah yang telsh oleh Penggugat, dan Tergugat sudah pisah rumah 0
sejak bulan Maret tah seatini Tecgogat sudsh tidek diketabui alanmtnys Q
dengan jelas dan dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
wa Penggugat beragama non muslim, berdasarkan asas huku

i yang merupakan salah satu dari beberapa asas hukum
dengan dasar pertimbangan hukum, bahwa

zﬁl Tergugat, keduanya sama-sama beragama Islam, Majelis

im berpendapat dalam Kasus percersian ini meskipun non Muslim
perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan yang mencntukan
adalsh hubungan perkawinan yang berlaku pada dilaksanakan,

\'@ dengan demikian permohonan Penggugat dapat dipertimbungkan lcbih

Q lanjut; 0
} m@ Put. No: 0044/PILG2014/PA Kab Kdr.
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‘ergugat beragama Kristen, namun pada saat
wmlhhny- m Tergugat beragama Islam. maka berdasarkan hal
tersebut, Penggugat fegal standing untuk mengajukan perkara ini dapat
diterima dan di Penggugat merupakan subyek hukum yang berhak

mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri;
i untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 a

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang te
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang N@Nn
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 143 ayat

Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha t dan
mmmmmmw karena Tergugat
tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pada pokoknya memohon
kepada Pengadilun Agama sebagai berikut:
1. Menceraikan perkawinan Penggugat
2. Membebankan biaya perkara hukum;

Menimbang, bahwa dari Penggugat dan saksi-saksinya dalam

Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas 0
didalam madpun @iluar wilayah RT dan berpisah tempat tinggal sclama 2 tahun
ticdak uda Hdrapantintuk rukun lagi dalam rumah tangga; Q

bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut di
tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat perkara

164
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orang saksi masing-masing 1 dan SAKSI 11, keduanya memberikan

keterangan di bawah sumpah pokoknya sebapai herikut -

Penggugat dan T suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak
bernama dan ANAK KEDUA ;

¢ Pada wwm’rmumkunumnpldnlkhimyo:

tidak isan, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran di
tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Penggu,
. pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik pun

Menimbang, bahwa bukti P.1 adaleh fotokopi Kartu atas nama

v wilayah RI dan berpisah tempat tinggal selama 2

Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri,
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut pembuktian sempurna dan
mengikat, dengan demikian maka perkara inj wewenang Pengadilan Agama
Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P, i akta nikah yang dikeluarkan oleh
pejubat yang berwenang dalam hal a Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri,
telah bermaterai cukup i dengan-aslinya serta isinya tidak dibantah oleh
Tergugat, maka alal i mempunyai nilai pembuktian sempuma dan
mengikat. dengan maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah
suami isteri;

wa bukii P3 adalah fotokopi Surat Keterangan
dibuat tangani olch Kepala Desa Babadan, Kabupaten Kellir

aslinys, maka alat bukti tersebul mempunyai nilai dan
I, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah meninggalkan

@ 27 Nopember 2013, bermeterai cukup, telah

& Penggugat hingga sckarang berlangsung umzuunu@mwmyu;

>
Q‘l*

Menimbang, bashwa kesaksian yang I dan saksi 11 Penggugat
disampaikan di bawah sumpah dengan dan terpisah didasarkan atas

. Put, No: 0044/Pdt G/2014/PA.Kab.Kdr.

S
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e
&

¥

>
&
3

pengetahuannya apa yang dan dialami sendiri dan saling bersesuaian .\Q
serta tidak termasuk orang vang meniadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 6

HIR, sehingga mer at formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud @
Pasal 171 dan 172

o mmmmmmm“m

Menimbang, bahwa menurut Pasal Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang perkawinan menentukan melakukan suatu perceraian harus ada 0\‘
cukup alasan dimana suami isteri dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan
Pengadilan telah berusaha idak berhasil mendamasikan kedua belah pihak. e
Selanjutnya dalam ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 0
Pasal 116 huruf (f) Hukum Islam menegaskan salah satu alasan percernian (\
yaiww adanya dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri O
tidak ada untuk kembali rukun;

wa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

yang WuMMynmaﬂmeeeﬁuIng
> ’

mnmmquwmum.-\m:muu
Tergugat tidak terima dengan nafkah yang telah

*  Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang baik didalam maupun
diluar wilayah RI menyebabkan suami isteri ada harapan untuk kembali
rukun;

1Y
V' \*‘

ENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

=



167

w2
Direktori Putusan mnm@ng Republik Indonesia
X

*  Majelis Hakim telah Penggugat tapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa tersehut akan dipertimbangkan satu persaty 0
dengan mengaitkan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan @
Tergugat sehingga dan Tesgugat dipandang telah memenuhi unsur- Q

Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang
maupun diluar wilayah RI dengan demikian unsur telah
uhi; L
ketidakharmonisan tersebut, antara Penggugat dengan telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 i jukkan rumah tangga

0 Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terbukti wlﬂhdﬂi
RS ¢

\ ¥
>

antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak untuk kembali rukun, dengan

dﬂn&innmwkedmjngnelnhulzmhm ;
Menimbang, babwa Majeli berupaya menasehati Penggugat pada A/

setiap persidangan sesusi 31 Peraturan Pemerintsh Nomor 9 Tahun 6\

1975, mwaunmqmummm.-mw,m 0

Menimbang, perkara ini dapat diterapkan pula yurisprodensi
Mahakamah omor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang o
apabila suami isteri terjadi perselisihan dan

tinggal, maka rumab tangga mercka telah pecah dan

ketentuan Pasal 19 hurof (f) Peraturan Pemerintah ahun

entang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974¢

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berpendapat
d.m gugatan Penggugat tclah terbukti dan oleh maka gugatan
Penggugat sudah beralaskan hukum  sesuai buruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Hukum Islam;

uh.%m Put. No; 0044/Pdr. G/2014/PA Kab Kdr,
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Menimbang, bahwa telah meninggalkan Penggugat selama ’\q
lebih dari 2 tahun dan selama Tergugat tidak pernsh mengirimkan kabar serta e
tidak diketahui alamatny dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik @
Indonesia, dan oleh maka gugatan Penggugat sudsh beralaskan hukum ﬁ\
sesuai dengan hﬂnf(b)?uﬂmnﬁuuiuﬂNomnr 9 Tahun 1975 jo PluO\

116 huruf
bahwa berdasarkan pertimbangan terschut diatas
wa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah

).nltmhkdmldmﬂmnhﬂm_m ng harmon

alas an bagi Majelis hakim untuk gien \
dengan Yurisprudensi Mahkamah Ag e
kediaman bersama, salahy satuspi Mhuuhlmm*ummm (j\

“ fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta %
fisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/AG/I 0

! g 99 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana

isteri dall hilipan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan

us, semua ussha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) intah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1974 jo pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalam kitab al-Mar'atu
baina al-Figh wa al-Qanun, halaman 100 alih menjadi pendapat Majelis
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Direktori Putusan Mahka ng Republik Indonesia
Hakim, yang menyatakan artinya : “dan tidak ada manfaamya yang
dapat diterapkan dalam dua orang yang saling benci membenci, terlepas

dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun @

sesungguhnya v dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga @

o O

bahwa dengan pertimbangan di atas, maka rumah tan
ergugat tersebut benar-benar telah pecah dan sulit &.ﬂi
karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan ya
lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi M RI Nomor
379 K/AG/1995 bertanggal 26 Maret 1997 “suami berdiam serumah
lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka tersebut felah terbukti
retak dan pecsh dan telah memenchi 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975™;
Menimbang, bahwa Qﬂhmmmbugmﬁmm
tersebut di atas, Majelis Hakim pertimbangannya sendiriberpendapat, bahwa
mempertahankan  perkawi demikian adalsh sis-sia dan bahkan dapat

169

menimbulkan madharat karenanya permohonan Penggugat selain telah 00

sesuai dengan "at, telah pula sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 39 o

ayat (2) - Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19
(0} Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Us
4jopalllﬁhumf(f)KotwiluiHumhlm:

;.bdlwaoldlhml’almmlehhkduudﬂ

muwmmmm menjadi
sehingga Majelis Hakim atas dasar petitum bahwa

pdsvhmmWhTWhmdn qodhi (talak
mdimhuhﬂdhnhmu)wm ayat @) huruf (3)

Q...,.., et
O
&
?' O
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Menimbang, bahwa a guo mengenai sengketa dibidang .\Q
perkawinan, maka sesusi e 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 6
1989 tentang PeradilangAgama sebagaiman telab diubah dengan Undang-undang Q
Nomor 3 tahun 2006"@an Unding-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya Q

cara ini dibebankan kepada Penggugat;

‘3,. —— X\

menghadap di persidangan tidak hadir;

& 2 WMWMMQ
1mmmmmmmn®mooumnm

0 Tergugat (TERGUGAT);

* 4. Membebankan kepada Penggugat ar biaya perkara yang hingga kini

o dihitung sebesar Rp. 391 puluh satu ribu. rupiah). *

; &

Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Miladiyah Q
bertepatan dengan 1435 Hijriyak, dan pada hari itu juga putusan Q
sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. MOH. o

ai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs.
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